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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020 -
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

(2)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang
selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana
kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja
migran Indonesia secara terpadu.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang selanjutnya disebut
Renstra BP2MI adalah dokumen perencanaan BP2MI
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020
sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2
Renstra BP2MI merupakan penjabaran visi, misi, dan
agenda prioritas Presiden, serta arah kebijakan dan
strategi pembangunan nasional tahun 2020 - 2024 di
bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.
Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:
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a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi,
kerangka kelembagaan;
c. target kinerja tahun 2020 - 2024; dan
d. kerangka pendanaan.
(3) Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Pasal 3
Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4
(1) Data dan informasi kinerja Renstra BP2MI harus diinput
dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen

Renstra BP2MI.

Pasal 5
Renstra BP2MI merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja
di lingkungan BP2MI dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

Pasal 6
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2020
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PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

[.1 KONDISI UMUM

Pangkal perscalan yang dialami Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya selama ini adalah kerentanan terhadap eksploitasi,
penganiayaan, dan jerat sindikasi perdagangan orang. Hal ini
menandakan bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk memberikan
pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya secara
utuh. Di lain pihak, sumbangan Pekerja Migran Indonesia terhadap
devisa negara sangat besar. Data remitansi Bank Indonesia Tahun 2019,
deviza dari remitansi Pekerja Migran Indonesia mencapai US$ 11,4 milyar
(sebelas koma empat milyar dolar Amerika) atau setara dengan Rpl59.6
(seratus lima puluh sembilan koma enam) triliun dari jumlah 3,7 [tiga
koma tujuh) juta Pekerja Migran Indonesia yang terdata resmi dari Sistem
Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).
Merujuk Data Bank Dunia Tahun 2016, Laporan Pekerja Global
Indonesia: Antara Peluang dan Risiko, jumlah Pekerja Migran Indonesia
yang bekerja di berbagai negara sebanyak 9 juta, dimana sekitar 32%
(tiga puluh dua persen) bekerja sebagai pekerja mumah tangga atau
pengasuh anak, pekerja pertanian 19% (sembilan belas persen|, pekerja
konstruksi 18% (delapan belas persen), pekerja pabrik 8% (delapan
persen), perawat lansia 6% (enam persen), pekerja toko/restoran/hotel,
supir 2% (dua persen), dan 0,5% (nol koma lima persen| pekerja kapal
pesiar. Artinya, jumlah remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran
Indonesia di luar negeri masih jauh dari jumlah yang terdata, dalam
kisaran 3 (tiga) kali lipat (setara Rp477 triliun, dengan asumsi 9
(Sembilan) juta Pekerja Migran Indonesia) dari yang dikeluarkan Bank
Indonesia. Remitansi tersebut belum dikelola dengan baik dimana masih
adanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta masih
rendahnya kesadaran untuk menggunakan instrumen perbankan.

Setidaknya ada 5 (lima) strategi utama yang dipunakan untuk
meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya,
yaitu:

1. mewujudkan data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem

Data Tunggal Terpadu Terintegrasi);
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2. memberantas sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia

nonprosedural;

3. pembebasan biaya penempatan;

4. peningkatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan jabatan

profesional; dan

5. pembenahan tata kelola pelindungan dan penempatan Pekerja

Migran Indonesia.

Pertama, mewujudkan pengelolaan data tunggal terpadu-
terintegrasi. Hal ini menjadi target prioritas wyang harus dilakukan
pembenahan ke depan. Dengan terintegrasinya data jumlah Pekerja
Migran Indonesia di luar negeri pada Siske P2MI dengan data di negara
tujuan penempatan maka pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan
lebih optimal. Tidak adanya data tunggal ini bermuara pada maraknya
pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural. Oleh
karenanya untuk membenahi pendataan Pekerja Migran Indonesia harus
dimulai dengan pemberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran
Indonesia nonprosedural. Penyediaan data tunggal terpadu berbasis
teknologi informasi ini menjadi kebutuhan dasar yang wajib dilakukan.
Database ini harus mampu diperbaharui (update] secara regular dan
cepat, yang berfungsi sebagai wadah informasi dan juga fungsi
pelindungan, serta fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan Pekerja
Migran Indonesia dan keluarganya. Modernisasi sistem pendataan ini
dikoordinasikan dengan segenap pemangku kepentingan.

Kedua, pemberantasan pengiriman Pekerja Migran Indonesia
nonprosedural. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural
umumnya dilakukan melalui suatu sindikasi, mulai dari penipuan oleh
calo sejak awal rekrutmen, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) yang bertindak sebagai mafia, hingga keterlibatan
oknum tertentu, khususnya dalam tahap verifikasi identitas Pekerja
Migran Indonesia. Di sisi lain, faktor penarik pemberangkatan Pekerja
Migran Indonesia nonprosedural yaitu masih tingginya permintaan atau
kebutuhan tenaga kerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT] di
sejumlah negara (terutama di Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan,
Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam), yang memberikan gaji
jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji PLRT di Indonesia. Sedangkan
faktor pendorong lainnya diantaranya adalah faktor kemiskinan, tingkat
pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah, termasuk terhadap
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informasi terkait prosedur migrasi aman, serta proses izin bekerja ke luar
negeri yang dianggap sulit, lama, dan tidak transparan.

Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sangat rawan menjadi
korban eksploitasi yang rentan dengan berbagai permasalahan
ketenagakerjaan dan nonketenagakerjaan, baik perdata maupun pidana,
dan bahkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
atan human trafficking. Untuk itu hal ini menjadi masalah yang perlu
mendapat perhatian dan penanganan khusus. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan dengan penguatan pencegahan dan pemberantasan
sindikasi pengiriman Pekerja Migran nonprosedural melalui kerja sama
dan sinergitas seluruh kementerian/lembaga sebagai bukti negara hadir
untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia.

Upaya pelindungan yang dilakukan oleh BP2ZMI terhadap Pekerja
Migran Indonesia yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus bersifat
menyeluruh, baik bagi Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya,
baik sebelum, selama, dan setelah bekerja, dan baik dari aspek hukum,
aspek ekonomi maupun aspek sosial. Sejatinya, penempatan Pekerja
Migran Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan
kezempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan
dan penghasilan yang layak. Selain Undang-Undang ini juga
mengamanatkan untuk memberikan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan keluarganya dari perdagangan manusia, perbudakan, dan
kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas
harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak
asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan fungsi pelindungan menjadi
sangat penting, baik yang bekerja di sektor formal terlebih di sektor
informal dan pekerjaan yang rentan, baik di darat (land based) maupun
di laut (sea based).

Ketiga, pembebasan biaya penempatan. BPZMI tunduk dan taat
pada Undang-Undang. Oleh karenanya, dalam pelindungan yang utuh
dan menyeluruh, BP2MI melaksanakan mandat Pasal 30, ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Pekerja
Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.”. Sesuai
dengan mandat Undang-Undang tersebut, BP2ZMI kemudian menyusun
Peraturan BP2MI untuk pembebasan biaya penempatan yang harus
dikeluarkan oleh Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya berlaku cost
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structure, dengan kisaran biaya penempatan sebesar Rpl4-17juta per
Pekerja Migran Indonesia dimana pemerintah kemudian menetapkan
program KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan bunga
rendah 6% serta Non KUR dengan bunga 21%. Upaya pembebasan biaya
penempatan dimaksud memerlukan dukungan kementerian/lembaga
terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah
Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk revitalisasi Balai Latihan
Kerja Luar Negeri (BLK-LN), negosiasi bilateral dengan negara tujuan
penempatan, market intelligent, serta pembebasan biaya pemeriksaan

kesehatan.

Dalam implementasi pembebanan biaya penempatan terhadap
Pekerja Migran Indonesia, masih banyak terjadi overcharging biaya
penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada negara
penempatan Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Overcharging yaitu
pembebanan biaya penempatan di luar cost structure yang telah
ditentukan oleh pemerintah, seperti biaya jual-beli job, pungutan service
fee oleh agensi, transportasi dari daerah asal ke Jakarta, biaya medical
check up, uang saku, dan lain-lain. Praktik overcharging dimaksud sangat
merugikan Pekerja Migran Indonesia, dimana total biaya yang
dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia (Hong Kong dan Taiwan)
yaitu biaya penempatan ditambah overcharge menjadi sebesar Rp33-39
juta per Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu, perlu dicari pola
penanganan permasalahan overcharging yang dapat diterapkan ke
seluruh negara penempatan serta komitmen dan dukungan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengambil tindakan
terhadap pelaku overcharging.

Keempat, peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor
formal dan jabatan profesional. Digitalisasi industri juga mengubah
landscape permintaan tenaga kerja ke depan. Diyakini ke depan
kebutuhan tenaga kerja sektor formal mendominasi dan kebutuhan
sektor informal akan terkikis perlahan. Oleh karena itu, BP2MI harus
tanggap untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, inovatif,
mandiri dan berdaya saing. Indonesia juga diuntungkan dengan bonus
demografi dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai jumlah
yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif
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sehingga rasio angka ketergantungan (dependency rafio] mencapai titik
terendah.

Momentum bonus demografi tersebut akan menghasilkan dampak
positif apabila disertai peningkatan kualitas penduduk dan penciptaan
lapangan kerja produktif dan berkualitas. Tantangan utama bidang
ketenagakerjaan di Indonesia adalah angka pengangguran yang masih
tinggi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM] yang masih rendah.
Kondisi angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi pekerja
dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama ke bawah dan
masih tingginya pengangguran dari lnlusan vokasi.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menciptakan lapangan
kerja dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dengan mendorong berbagai
program vokasi baik dalam jumlah maupun kualitas serta variasi bidang
pendidikan untuk menjawab tantangan kebutuhan dunia usaha dan
industri. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja sangat tergantung
pada pertumbuhan ekonomi, dimana kedepan masih terdapat potensi
angka pengangguran terbuka setiap tahunnya karena tidak terserap
dalam lapangan kerja di dalam negeri.

Hal tersebut menyebabkan masih tingginya potensi masyarakat
melakukan migrasi untuk bekerja di luar negeri sebagai alternatif untuk
memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, penempatan
Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri masih menjadi agenda penting
bagi Indonesia, sebagai salah satu solusi dalam mengurangi
pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kontribusi terhadap
pembangunan daerah secara signifikan, serta perolehan devisa negara
melalui remitansi.

Banyaknya negara di dunia yang memerlukan tenaga kerja asing
dalam berbagai sektor dapat dijadikan momentum dalam rangka
mengelola bonus demografi Indonesia, namun harus didukung dengan
peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia melalui vokasi dan
pelatihan keterampilan lainnya sehingga dapat memenuhi kompetensi
yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi Pekerja
Migran Indonesia diharapkan dapat menjadikan Pekerja Migran Indonesia
lebih berdaya saing dan memiliki akses lebih besar terhadap pasar kerja

regional dan internasional.
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Di samping itu, kondisi objektif penempatan Pekerja Migran
Indonesia saat ini juga masih didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia
low level dan high risk yang juga sangat rentan terhadap permasalahan
dan dengan gaji yang terbilang rendah. Untuk itu, perlu didorong
peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan
profesional sejalan dengan Misi Presiden untuk meningkatkan kualitas
manusia Indonesia. Penempatan Pekerja Migran Indonesia low level dan
high risk diantaranya disebabkan masih terdapatnya Calon Pekerja
Migran Indonesia maupun P3MI yang berorientasi pada penempatan
sektor low level yang dianggap mudah dan menguntungkan, serta
tingginya mismatch antara demand peluang kerja luar negeri dengan
kompetensi supply calon Pekerja Migran Indonesia.

Kelima, pembenahan tata kelola pelindungan dan penempatan
Pekerja Migran Indonesia. Dinamika internasional 5 (lima] tahun ke
depan, setidaknya 2 (dua) tahun awal akan diwarnai dengan situasi
pandemi global, akibat Covid-19. Oleh karena itu, secara eksternal
identifikasi mitra negara penempatan strategis tetap harus
mengedepankan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya
pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Momentum ini juga menjadi fase
penting untuk melakukan pembenahan proses penempatan, yang simple
dan berkualitas berbasis teknologi informasi.

Secara internal, perubahan kelembagaan dari Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi
BP2ZMI juga membutuhkan transisi kelembagaan vyang dilakukan
simultan seiring dengan pembenahan proses penempatan tersebut
Struktur kelembagaan terjadi peralihan mendasar yang semula
mengedepankan fungsi (penempatan, pelindungan, dan kerja samal)
sekarang ini menurut mandat Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019
tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi berbasis
pada pendekatan regional-kawasan dengan membagi 3 (tiga) kedeputian,
yakni:

1. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Asia

dan Afrika;

2. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan

Amerika dan Pasifik; dan

3. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Eropa

dan Timur Tengah.
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Keseluruhan Kawasan tersebut memiliki kekhasan masing-masing
yang membutuhkan penguasaan geo-politik dan geo-ekonomi sehingga
upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan secara
maksimal.

Dari sizi substansi pelayanan, perubahan fundamental Pekerja
Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Momor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dipahami dan dilaksanakan
oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah,
mengingat adanya perubahan kewenangan dan tanggung jawab dari
swasta ke Pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
serta dari Kementerian ke Badan.

Di samping itu, penambahan cakupan kewenangan BP2MI terhadap
Pekerja Migran Indonesia seabased juga perlu segera menjadi folkus tata
kelola Pekerja Migran Indonesia, dimana selama ini tidak terdapat
kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan pembagian kewenangan tata
kelola penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak
kapal perikanan migran, serta pihak yang berhak untuk melakukan
penempatan. Namun demikian, pada tahun 2018-2020 BNP2TKI (BP2MI)
telah menangani sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kasus Pekerja
Migran Indonesia sea-based. Dalam upaya penyelesaian kasus dimaksud
menghadapi berbagai hambatan sebagai akibat belum adanya instrumen
hukum tata kelola penempatan dan pelindungan awak kapal niaga
migran dan awak kapal perikanan migran.

Kondisi dan isu strategis tata kelola Pekerja Migran Indonesia
sebagaimana tersebut di atas harms dapat kita antisipasi dengan lebih
meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait.
Kini saatnya negara melalui BP2MI hadir secara sungguh-sungguh dan
nyata untuk memberikan pelindungan secara menyeluruh bagi Pekerja
Migran Indonesia dan keluarganya, baik sebelum, selama, maupun
setelah bekerja di luar negeri, dengan memberikan pelayanan terbaik.

Melalui pembenahan tata kelola penempatan Pekerja Migran
Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka akan
mengikis permasalahan Pekerja Migran Indonesia secara signifikan dan
akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan devisa yang dihasilkan,
sejalan dengan sasaran pertumbuhan remitansi sebesar 10% (sepuluh
persen) per tahun dalam kebijakan ketenagakerjaan Rencana Tenaga
Kerja Nasional Tahun 2020-2024.
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Renstra BP2MI ini menjadi koridor kebijakan BP2MI untuk
melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa
negara wajib membenahi keseluruhan sistem pelindungan bagi Pekerja
Migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai
kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja,

selama bekerja, dan setelah bekerja.

.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun
global, potensi dan permasalahan yang dihadapi BP2MI akan semakin
kompleks ke depannya. Berbagai tantangan yvang harus dihadapi oleh
BP2MI menuntut adanya keberpihakan melalui penguatan peran dan
kapasitas BP2MI dalam menciptakan berbagai kebijakan teknis dan
pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
sehingga mampu mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak Pekerja
Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah
bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Beberapa hal yang
menjadi potensi dan permasalahan bagi BPZMI dalam melaksanakan
pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
sebagai berikut:

1. Potensi

a. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
yvang mendukung peran BP2MI beserta perubahan fundamental
tata kelola Pekerja Migran Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BP2ZMI
didukung beberapa peraturan perundang-undangan yang
sudah diterbitkan, yaitu:

1] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
2) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
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Peraturan perundang-undangan dimaksud membawa
perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia
termasuk penguatan peran BP2MI, sebagai berikut:

1) area penanganan Pekerja Migran Indonesia yang
sebelumnya hanya difokuskan pada Pekerja Migran
Indonesia yang bekerja di darat (land based) menjadi
Pekerja Migran Indonesia land based dan yang bekerja di
laut (sea based);

2) cakupan layanan yang sebelumnya hanya kepada Calon
Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia
menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran
Indonesia, dan keluarganya, dengan masa pelindungan
sebelum, selama, dan setelah bekerja;

3) pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang
sebelumnya hanya diberikan dalam aspek pelindungan
sosial dan hukum, dengan Undang-Undang yang baru
terdapat perluasan pelindungan yaitu pelindungan
ekonomi antara lain literasi dan edukasi kenangan;

4] terdapat sejumlah tugas dan kewenangan baru yang
dilimpahkan dari Kementerian kepada BP2MI, seperti
penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja
Migran Indonesia ([SIP2ZMI), pengaturan persyaratan
sebelum bekerja, pengaturan mengenai standar perjanjian
kerja dan werifikasi dokumen, serta pengaturan struktur
biaya penempatan;

5) struktur organisasi yang sebelumnya menggunakan
pendekatan fungsional, saat ini disusun berdasarkan
pendekatan substansi dengan membagi kedeputian
didasarkan pada kawasan, sehingga pejabat dan staf
dapat memahami dan mengeksekusi mulai dari proses
penempatan, pelindungan yang didasarkan kepada
pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang cepat jika
ada masalah, sampai Pekerja Migran Indonesia kembali ke
Indonegia diberikan pendampingan dan pemberdayaan,
sehingga para Pekerja Migran Indonesia menjadi mampu
berwirausaha; dan
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6) kedeputian bertanggung jawab dalam tata kelola Pekerja
Migran Indonesia secara ujung ke ujung (end-to-end) sesuai
dengan kewilayahan masing-masing dengan orientasi
pelindungan, dimana besaran dan lingkup target
dibedakan berdasarkan wilayah negara penempatan.

b. tersedianya layanan terpadu yang terintegrasi
Dalam pengelolaan penempatan dan pelindungan Pekerja

Migran Indonesia, BP2MI telah didukung sistem layanan

terpadu yang terintegrasi dengan instansi terkait, yaitu, sistem

kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri,
sistem imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas

Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sarana Kesehatan/

Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

lembaga keuangan, dan lain-lain.

c. peluang kerja terampil profesional bagi Pekerja Migran

Indonesia dan program penempatan baru
Saat ini banyak negara di dunia yang memerlukan tenaga

kerja asing dalam berbagai sektor, baik di negara maju maupun

di negara berkembang. Hal ini dapat dijadikan momentum

dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia. BP2MI

telah mendorong penempatan tenaga terampil ke sejumlah
negara di Eropa, Kanada, Australia dan Selandia Baru dengan
upah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai
dengan Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan.

Bahkan dalam kerangka penempatan oleh P3MI/Private to

Private (P to P) sejumlah P3MI telah berhasil menempatkan

tenaga profesional. BP2MI juga terus berupaya menembus pasar

kerja di negara-negara baru dan mendorong penempatan

Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional yang

dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa tahun terakhir telah

berhasil menembus negara penempatan baru, antara lain

Kanada, Polandia, Ceko, dan Selandia Baru.
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Di samping itu, terdapat terobosan peluang kerja luar
negeri melalui program penempatan baru sebagai opsi/alternatif
bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1) program Special Placement Program to Taiwan (SP2T)
Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui
program Special Placement Program to Taiwan (SP2T)
merupakan terobosan baru dalam penempatan Pekerja

Migran Indonesia ke Taiwan melalui Direct Hiring Service

Centre ([DHSC). Program ini bertujuan untuk mengurangi,

menghilangkan praktek jual beli pekerjaan (job) atau jasa

agensi (fee agency) yang membebani para Pekerja Migran

Indonesia, sehingga mewujudkan proses penempatan yang

transparan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia,

memudahkan, menyederhanakan serta mempercepat
proses penylapan dan penempatan Pekerja  Migran

Indonesia yang akan bekerja ke Taiwan. Dengan adanya

kerja sama antara BP2ZMI dan pemerintah Taiwan ini,

kedepannya perusahan Taiwan yang akan merekrut Calon

Pekerja Migran Indonesia diharapkan akan terus

bertambah.

2) Specified Skilled Workers (S5W)] ke Jepang
Sejak tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang telah
menetapkan kebijakan penerimaan pekerja asing untuk
bekerja dengan menggunakan izin tinggal (visa) Pekerja

Berketerampilan Spesifik (Specified Skilled Workers),

dimana terdapat peluang kerja dengan kuota sebesar

345.150 (tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima

puluh) untuk seluruh negara pada 14 [empat belas) sektor

pekerjaan /jabatan. Indonesia merupakan salah satu
negara yang dapat memanfaatkan kebijakan baru Jepang
tersebut setelah menandatangani Memorandum of

Cooperation ([MOC) antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Jepang mengenai Kerangka Kerja Dasar

untuk Pengoperasian Sistem yang Benar bagi Tenaga Kerja

Asing dengan Status Residen *Specified Skilled Worker"

pada tanggal 25 Juni 2019 di Jakarta.
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3) penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman melalui
kerja sama antarpemerintah/ Government to Government (G
to G)

Berdasarkan kunjungan pada akhir tahun 2019,
diperoleh hasil bahwa Jerman membutuhkan 260.000 (dua
ratus enam puluh ribu) tenaga kerja asing di berbagai
sektor sampai dengan 2030 ((146.000 (seratus empat
puluh enam ribu) orang dari nonUni Eropa)). Adapun
seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak Jerman
termasuk untuk pendidikan bahasa Jerman selama 6
(enam) bulan di Indonesia. Delegasi Jerman telah
mengadakan serangkaian pertemuan dengan para
pemangku kepentingan di Jakarta untuk menindaklanjuti
hasil kunjungan tersebut, dimana dalam waktu dekat akan
segera ditandatangani Letter Of Intent (LOI)} tentang
pengiriman tenaga perawat dengan gaji awal sebesar
EU2.000 (dua ribu euro) ((sekitar Rp32.000.000,- (tiga
puluh dua juta rupiah)). Sementara itu sektor lainnya akan
dibuka setelah pengiriman tenaga kesehatan berjalan.

4) program penempatan melalui Program Sistem Penempatan
Satu Kanal (One Channel System) ke Arab Saudi

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) merupakan
sistem penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia yang terintegrasi secara daring antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab
Saudi (KSA), dengan beberapa ketentuan yang lebih
menjamin pelindungan terhadap Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK). Dasar pelaksanaan program SPSK yaitu
Technical Arrangement Pemerintah Indonesia dengan KSA
yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2018, yang
kemudian diturunkan menjadi Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal.
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5) Peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Inggris
Berdasarkan brafaks Kedutaan Besar Republik
Indonesia London, terdapat peluang pasar kerja di Inggris
pada sektor kesehatan (health sector] dengan gaji sebesar
12.500 - 25.000 (dua belas ribu lima ratus sampai dengan
dua puluh lima ribu) Euro pertahun, scientist dan biologist
(gaji sebesar 15.000 - 70.000 (lima belas ribu sampai
dengan tujuh puluh ribu) Eure per tahun), serta hospitality
sector dengan gaji sebesar 10.000 — 50.000 (sepuluh ribu
sampai dengan lima puluh ribu) Euro per tahun.
Berdasarkan data dari UK Office for National Statistics (ONS)
hingga akhir Desember 2018, terdapat 1,29 (satu koma
dua puluh sembilan) juta jiwa pekerja asing nonUni Eropa
dengan peningkatan sebesar 130.000 (seratus tiga puluh
ribu) jiwa dari tahun sebelumnya. Pekerja dari Asia Timur
dan Asia Tenggara mayoritas bekerja untuk kategori
berketerampilan tinggi (high-skilled) seperti koki (chef],
tenaga pengajar ahli (higher education lecturer), biologist,
dan peneliti (research scientist).
pengurangan pengangguran, pemberdayaan purna Pekerja
Migran Indonesia dalam penguatan ekonomi mikro
Program pemerintah dalam pengurangan pengangguran
tidak hanya melalui pasar kerja di dalam negeri namun juga di
luar negeri. BP2MI sesuai dengan kewenangannya melalui
program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
setiap tahunnya menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke
berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI turut
berkontribusi dalam membantu program pemerintah untuk
mengurangi tingkat pengangguran.
menambah devisa melalui remitansi
Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri telah
memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia.
Perolehan remitansi, baik yang dibawa langsung maupun yang
dikirimkan Pekerja Migran Indonesia melalui jasa lembaga
keuangan perbankan atau nonperbankan, memberikan
tambahan pemasukkan deviza nepgara sehingga memberikan
kontribusi  terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran
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Indonesia (NPI). Tercatat valuta asing yang dikirim melalui
lembaga keuangan berturut-turut pada tahun 2014 sebesar
USS 8.345 (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima) miliar,
tahun 2015 sebesar USS 9.417 (sembilan ribu empat ratus
tujuh belas] miliar, tahun 2016 sebesar US% 8.757 (delapan
ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) miliar, tahun 2017 sebesar
USs. 8.785 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima)
miliar, tahun 2018 sebesar US$ 10.970 (sepuluh ribu sembilan
ratus tujuh puluh)] miliar dan tahun 2019 sampai dengan bulan
Mei sebesar USS. 4.651 (empat ribu enam ratus lima puluh
satu) miliar. Besarnya remitansi memberikan kontribusi yang
besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah domisili
Pekerja Migran Indonesia baik perekonomian secara regional
maupun nasional. Pengiriman remitansi baik melalui jasa
lembaga keuangan ataupun disimpan dalam rekening bank
Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi terhadap
peningkatan tabungan masyarakat mengingat jumlahnya cukup
signifikan dan berkesinambungan.

f.  pendirian Badan Layanan Umum (BLU) Penempatan,
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan
Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan (BF2ZMI)
merupakan operator/pelaksana kebijakan. Namun demikian,
dalam hal penempatan selama ini BP2MI juga berperan sebagai
pelaku penempatan terutama yang melalui kerja sama antar
pemerintah (G to G). Untuk memisahkan fungsi sebagai
regulator teknis dan pelaksana penempatan, idealnya ke depan
dibentuk BLU yang berfungsi sebagai operator penempatan
Pekerja Migran Indonesia terutama yang melalui mekanisme G
to G. Selain itu, pengelolaan Corporate Social Responsibility
(CSKR) dari perusahaan swasta dan BUMN selama ini dikelola
oleh BP2ZMI untuk program pemberdayaan Pekerja Migran
Indonesia (purna Pekerja Migran Indonesia) dan keluarganya,
menyulitkan  untuk  dilakukan — kontrol — akuntabilitas
pelaksanaan programnya. Bila dibentuk BLU di bawah BP2ZMI
akan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan program
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pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. BLU
ini juga dapat menjadi wadah untuk pengelolaan remitan
produlktif.
Permasalahan
Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan
penanganan serius antara dalam penempatan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, yaitu:
a. kebijakan dan regulasi
Diperlukan penyelerasan kebijakan dan regulasi dengan
kementerian/lembaga finstansi terkait, percepatan penerbitan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang masih belum
selesai serta penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi
masing-masing Kementerian /Lembaga /Instansi terkait.
b. pembagian tugas dan kewenangan tata kelola Pekerja Migran
Indonesia di daerah
Perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran
Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dipahami
dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan
|stakeholder] baik di pusat maupun di daerah, mengingat
adanya perubahan kewenangan dan tangpung jawab dari
swasta ke pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Daerah, serta dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan ke BP2ZMI. Untuk
mendukung hal tersebut, perlu peningkatan sinergitas tata
kelola Pekerja Migran Indonesia, diantaranya melalui
penyelenggaraan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas)
pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder, baik di dalam
maupun di luar negeri.
c. masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia nonprosedural
Masih banyak Pekerja Migran Indonesia nonprosedural
akan menjadi permasalahan jika tidak diantisipasi dan
ditangani secara benar karena meningkatkan risiko
permasalahan Pekerja Migran Indonesia seperti gaji tidak sesuai
dengan standar, kekerasan di tempat kerja, terlibat kasus

kriminal, dan deportasi dari negara setempat. BP2ZMI harus
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terus membenahi peran serta meningkatkan sinergitas
antarstakeholders untuk menekan pemberangkatan Pekerja
Migran Indonesia nonprosedural serta dapat memberikan
pelayanan yang lebih cepat, murah, dan aman agar Pekerja
Migran Indonesia lebih memilih bekerja ke luar negeri secara
prosedural.
d. permasalahan pembebanan biaya melebihi ketentuan

(overcharging) biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia

Isu overcharging terhadap Pekerja Migran Indonesia masih
menjadi isu yang belum tuntas di beberapa negara penempatan,
seperti Hongkong, Taiwan, dan Singapura, dimana masih
terdapat pembebanan biaya di luar struktur biaya yang telah
ditentukan (cost structure), seperti transportasi dari daerah asal
ke Jakarta, biaya pemeriksaan kesehatan (medical check up),
uang saku, isu jual beli pekerjaan (job), pungutan jasa
perusahaan (service fee agency), dan pungutan biaya
perpanjangan perjanjian kerja. Untuk itu, diperlukan pola
penanganan permasalahan overcharging yang terukur dan
tuntas yang dapat diterapkan ke seluruh negara penempatan
dan diperlukan dukungan serta concemn seluruh stakeholders
dalam menangani isu overcharging agar dapat mengambil
tindakan yang tepat secara bersama-sama. Selain itu, perlu
dilakukan penyebarluasan informasi berupa peringatan
terhadap pelaku penempatan agar mematuhi aturan biaya
penempatan sesuai dengan cost structure yang telah ditentukan,
serta perlunya dukungan terkait peluang skema penempatan
yang bersifat tidak dipungut biaya penempatan (zero cost),
seperti re-entry hiring dan SP2T ke Taiwan.

e. pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri

BP2MI tidak dapat melakukan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia di negara tujuan penempatan secara langsung,
melainkan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Saat ini
BP2MI hanya memiliki 1 (satu) perwakilan petugas BP2MI di
luar negeri yaitu di KDEI Taipei.
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Penguatan penataan lembaga dalam seluruh aspek, yaitu:

1} penyesuaian pelaksanaan pelayanan penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai tugas dan
fungsi serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, seperti penyesuaian tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis (UPT] BP2MI di daerah, penguatan
penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta
penanganan Pekerja Migran Indonesia sea based melalui
kerja sama/kolaborasi dengan stakeholders terkait dan
pengembangan sistem informasi dalam seluruh  lini
pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia;

2) peningkatan infrastruktur SDM, antara lain dengan
melakukan penyusunan pola karir (career path) pegawai,
pelaksanaan pembangunan kapasitas (capacify building)
bagi pegawai baik substansi maupun pelatihan karakter
(bimtek motivasi), serta internalisasi kompetensi SDM agar
dapat beradaptasi pada perubahan nomenklatur
organisasi;

3) penajaman program, kegiatan, dan anggaran BP2ZMI yang
lebih fokus, terstruktur dan terukur, khususnya
mempertimbangkan sejumlah tugas dan kewenangan baru
yvang dilimpahkan kepada BP2MI, termasuk adanya
beberapa program penempatan Pekerja Migran Indonesia
baru yang akan segera diimplementasikan, peningkatan
penempatan Pekerja Migran Indonesia profesional, program
vokasi dan pemberdayaan, serta pelindungan Pekerja
Migran Indonesia khususnya penanganan Pekerja Migran
Indonesia nonprosedural;

4) penguatan branding BP2ZMI dengan konsep dan strategi
yvang bersifat masif dan menarik (eye catching), sehingga
BP2MI dapat menjadi lembaga yang penting dan dianggap
penting oleh Pemerintah, Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya serta stakeholders lainnya.
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BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BP2MI

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN
Tahun 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

II.1 VISI

Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya BP2MI,
mengusung visi: “BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan
berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia untuk mewujudkan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia
dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

1.2 MISI
Untuk mewujudkan dan mendukung Visi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia, misi yang akan dilaksanakan yaitu
mendukung 4 (empat)] misi dari sembilan Misi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-
2024 sebagai berikut:
1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
pembangunan yang merata dan berkeadilan;
mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

S S

terpercaya;

7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga;

8. pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
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BP2MI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonesia Nomor 1, 2, 7 dan 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang
cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan negara;

2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang
pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan
kelembagaan; dan

4.  meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2ZMI.

1.3 TUJUAN BPZMI
Untuk mewujudkan wvisi dan melaksanakan misi sebagaimana
dimaksud pada angka 1.1 dan angka I1.2, BP2ZMI menetapkan tujuan
yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui
penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna
meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya sebagai aset bangsa; dan

2. terselenggaranya peningkatan tata kelola organizasi yang efisien,
efeltif, dan akuntabel.

[I.4 SASARAN STRATEGIS BP2ZMI
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana
dimaksud pada angka II.1 dan angka I1.2, BP2MI menetapkan sasaran
yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. sasaran strategis dari tujuan pertama *“terwujudnya pelindungan
Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran
Indonesia  terampil dan  profesional pguna  meningkatkan
kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai
aset bangsa” yaitu meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan
Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dengan indikator kinerja

sasaran strategis:
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a. produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap
pendapatan per kapita; dan
b. penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia.

2. sasaran strategis dari tujuan kedua “terselenggaranya peningkatan
tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel” yaitu
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator
kinerja sasaran strategis:

a. nilai reformasi birokrasi; dan

b. opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
menjadi salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020 - 2024,
yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda
pembangunan. Salah satu agenda pembangunan yang terkait langsung
dengan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yaitu
memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik. Dalam agenda ini terkandung pesan bahwa negara wajib hadir
dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan
kedaulatan negara. Agenda dimaksud dapat diwujudkan melalui melalui
reformasi birokrasi kelembagaan untuk pelayanan publik yang
berkualitas dan peningkatan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran

Indonesia di luar negeri.

VISI PRESIDEN
7

Terwwjudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong

MISI PRESIDEN ARAMAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN
Peenguts basita Wamaus
oo Jl' P,
2| n Bestoya Garg 50K Merg -
Frmsengenan yang Maaw g Merganis Parteratasn
3 Eesheadion Pembangunan
2 | |ntrastroktur 3 ek it D
Mercagel Loghungen Mananie Berkualitae
o l Bashelanpater el Berdays
Petryedechansan
5 In-a—u.pmm 3 | Regulasi Revalirst Mortal dan
rpitvatar Sengas Pentarganin Keudayaan
Feragatas Sateer Hatar porg betus
6 Imm-w 4 | :"T;‘:Z:m"" g’. 'm".-."".“
7 lm' N nu==' - n":;
v 5 | Transtormasi 2 Merengkathan Ketaharan
a I Fesgeiswan Ferwrintabes yeng Sersit Eknnomi D ¢ Barcana, dan Feratushas (bim
hekat, don lecporcayy
Menperhuat Statlitas
Kararghs Nagars Kasstamn e Polaysnan Publik

Gambar 1. Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan
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1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BP2MI
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BP2MI
selama 5 (lima) tahun (2020-2024), dengan menjunjung nilai pelayanan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan motto

“Melayani dan Melindungi dengan Nurani”, dengan tema besar selama 5

(ima) tahun ke depan yaitu memerangi sindikasi pengiriman Pekerja

Migran Indonesia nonprosedural, arah kebijakan dan strategi yang akan

dilakukan yaitu:

1. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam
pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural,
sebagai berikut:

a. melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara masif
untuk memerangi human trafficking;

b. membentuk satuan tugas pemberantasan sindikasi Pekerja
Migran Indonesia nonprosedural;

c. meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan
sindikasi PMI nonprosedural;

d. pengawasan dan sweeping di penampungan P3MI dan Lembaga
Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi:

e. penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan
peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat
Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(SIP3MI);

f. penguatan pos lintas batas melalui kerja sama dengan
Kementerian/Lembaga terkait;

g. simplifikasi proses pelayanan penempatan dan pelindungan
Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat dan transparan;

h. meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak
berdokumen; dan

i. membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga
tingkat desa.

2. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjadikan
Pekerja Migran Indonesia sebagai Very Very Important Person (VVIP),
sebagai berikut:

a. memaksimalkan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan keluarganya;

b. pelindungan aspek hukum, sosial dan ekonomi;
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c. penyediaan help desk & lounge di bandara dan pelabuhan laut
melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;

d. pengawasan jaminan sosial; dan
melakukan langkah strategis pelindungan, mulai dari
pencegahan (preventive), deteksi dini (early detection), sampai
kepada immediate response.

arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan

penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional,

sebagai berikout:

a. meningkatkan kompetensifkapasitas Pekerja Migran Indonesia;

b. pemetaan demand pasar kerja dan supply yang ditindaklanjuti
dengan harmonisasi;

c. meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan
negara tujuan penempatan dan lembaga internasional;

d. sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan
profesional di luar negeri; dan

e. penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (G to G,
G to P, P to P, UKPS, dan Mandiri termasuk SP2T, SSW dan
SPSK).

arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam penurunan

jumlah Pekerja Migran Indonesia low skilled beresiko tinggi, sebagai

berikut:

a. mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia low skilled
ke mnegara tujuan penempatan yang memiliki hukum
ketenagakerjaan;

b. mengajukan usulan moratorium penempatan Pekerja Migran
Indonesia low skilled ke negara yang tidak memiliki hukum
ketenagakerjaan;

c. meningkatkan kampanye penyadaran publik untuk pilihan
bekerja di luar negert;

d. mengusulkan penetapan standar minimum yang layak, upah
dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri; dan

e. menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran

Indonesia ke luar negeri.

www.peraturan.go.id



2020, No.620 30,

5. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam tata kelola
Pekerja Migran Indonesia sea-based (awak kapal niaga migran dan
awak kapal perikanan migran), sebagai berikut:

a. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terkait;

b. menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan
dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sea-based; dan

c. membentuk satuan tugas penanganan Pekerja Migran Indonesia
sea-based.

6. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam pembebasan
biaya penempatan, sebagai berikut:

a. penyebarluasan peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya
penempatan;

b. mendorong revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pusat dan
daerah;

c. memperkuat negosiasi bilateral dengan negara tujuan
penempatan;

d. memperluas sarana kesehatan di kantong Pekerja Migran
Indonesia; dan

e. meningkatkan koordinasi dengan Negara penempatan,
Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia
dan stakeholders terkait.

7. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan
Purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi sosial
Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sebagai berikut:

a. memperkuat fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya;

b. meningkatkan pemberdayaan sosial Pekerja Migran Indonesia
dan keluarganya melalui program stunting dan parenting;

c. meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran
Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan,
kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan

d. memperkuat dan memperluas program komunitas keluarga
buruh migran.
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8. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan
sinergi dan koordinasi multi-stakeholder, sebagai berikout:

a. integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia, data
tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal
Terpadu Terintegrasi);

b. penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

c. mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di
bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia
dengan stakeholders terkait.

9. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan
kelembagaan, serta reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

a. mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU]
Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;

b. penguatan unit pelaksana teknis di daerah sebagai kepanjangan
tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
penguatan kelembagaan (program dan anggaran);
penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM;
pengembangan sarana dan prasarana;
peningkatan citra BP2MI (image building, branding);

pengembangan sistem informasi;

Fm oMo oAaDp

peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;

—

peningkatan kualitas pelayanan publik;
penyelarasan regulasi penempatan dan pelindungan Pekerja

[T

Migran Indonesia; dan
k. peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2ZMIL.

.3 KERANGKA REGULASI
Untuk mendukung tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan peraturan
pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan maupun Peraturan BP2ZMI.
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1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri

atas:

a. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Pekerja Migran
Indonesia oleh BP2MI sudah diterbitkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI;

b. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia; dan

c. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan
Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

2. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri

atas:

a. Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Presiden Nomor
90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia; dan

b. Peraturan Presiden tentang tentang Tugas dan Wewenang Atase
Ketenagakerjaan.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi amanat Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia terdiri atas:

a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial
Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah
diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
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c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara
Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia;

d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara
Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
dan

e. Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan tentang  Sanksi
Administratif.

Peraturan BP2MI
Peraturan BP2MI yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri

atas:

a. Peraturan BP2MI tentang Standar, Penandatanganan, dan
Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia sudah
diterbitkan dengan Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020
tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian
Kerja Pekerja Migran Indonesia;

b. Peraturan BP2MI tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran
Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan BP2MI Nomor 02
Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran
Indonesia, dicabut digantikan dengan Peraturan BP2MI tentang
Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

c. Peraturan BP2MI tentang Proses yang Dipersyaratkan bagi
Calon Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja.

Mengingat penggantian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke
Luar Negeri menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian diturunkan dalam
peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun
2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang

membawa perubahan fundamental tata kelola penempatan dan
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pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan tambahan sejumlah
tugas, fungsi, dan kewenangan sehingga kedudukan BP2MI perlu
diperkuat sebagai lembaga pemerintah nonkementerian setingkat

menteri.

Il1.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Perubahan dan perluasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab
BP2MI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran. Oleh
karena itu, BP2MI dalam rangka menjalankan kewenangan yang
dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, menguatkan
koordinasi kelembagaan, baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta Pemerintahan Desa, terlebih
untuk meningkatkan daya tawar (bargaining) dukungan diplomasi dengan
calon negara penempatan, maka BP2MI sangat wrgent untuk didorong
menjadi Lembaga pemerintah setingkat menteri.

Untuk memperkuat peran BP2MI sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
serta tugas dan fungsi BP2MI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
struktur organisasi BP2MI disusun berdasarkan pendekatan substansi
dengan membagi kedeputian didasarkan pada kawasan, sehingga seluruh
aparatur dapat memahami dan mengeksekusi mulai dari proses
penempatan hingga pelindungan. Pelaksanaan pelindungan didasarkan
pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang cepat jika ada
masalah sampai Pekerja Migran Indonesia kembali ke Indonesia dan
diberikan pendampingan dan pemberdayaan, sehingga purna Pekerja
Migran Indonesia menjadi mampu berwirausaha.

Kedeputian bertanggung jawab dalam hal tata kelola Pekerja Migran
Indonesia secara ujung ke ujung (end-to-end) sesuai dengan kewilayahan
masing-masing dengan orientasi pelindungan, dimana besaran dan
lingkup target dibedakan berdasarkan wilayah negara penempatan.

Sementara itu Sekretariat Utama berfungsi sebagai pemberi
dukungan strategis (strategic support) yang memiliki peran strategis
dalam pencapaian kinerja BP2MI, dimana lingkup Sekretariat Utama

bersifat strategis dan administratif secara terpadu.
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Melalui penguatan kelembagaan BP2MI tersebut diharapkan akan
mengarah pada kelembagaan yang lebih berorientasi pada kinerja dan
keluaran (outpuf).

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah
dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perwakilan BP2MI di
daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keberadaan UPT BP2MI di daerah sangat strategis sebagai garda
terdepan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hingga saat
ini terdapat 23 (dua puluh tiga) UPT BP2MI yang tersebar di 23 (dua
puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UPT BP2MI
perlu diperkuat dan diperluas mengingat kekhasan tugas dan fungsi
pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut struktur organisasi BP2MI:
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Gambar 2. Struktur Organisasi BP2MI
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja BP2MI disusun untuk memberikan gambaran tentang
hasil yang akan dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5
(ima) tahun yaitu 2020-2024 yang diketahui oleh pimpinan dan
masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan
dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka pengelolaan kinerja di lingkungan BP2MI, penanggung
jawab sasaran strategis dan pengelola indikator kinerja sasaran strategis
dan indikator kinerja program di lingkungan BP2MI sebagai berikut:

1. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika,
Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik,
dan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur
Tengah sebagai penanggung jawab sasaran strategis dan sasaran
program yang bersifat teknis; dan

2. Sekretaris Utama sebagai penanggung jawab sasaran strategis dan
sasaran program terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang
baik dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran
Program, Indikator Kinerja Program BP2MI Tahun 2020-2024 sebagai
berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020 - 2024

dan kesejahteraan Pekerja | Indonesia terhadap pendapatan per kapita

Migran  Indonesia  dan|penurunan kasus Pekerja  Migran

keluarganya Indonesia
Meningkatnya tata kelola Nilai reformasi birokrasi
pemerintahan yang baik Opini BPK atas laporan keuangan
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Tabel 2

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Asia dan Afrika
Tahun 2020 - 2024

Meningkatnya  pencegahan
dan penindakan penempatan
Pekerja Migran Indonesia
nonprosedural

Pekerja Migran Indonesia
nonprosedural/ Tindak
Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil

dicegah

Pidana

Meningkatnya penempatan
Pekerja Migran Indonesia
terampil dan profesional

Penempatan Pekerja Migran Indonesia
terampil dan profesional

Meningkatnya pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
dan keluarganya

Penurunan kasus Pekerja Migran
Indonesia
Pekerja Migran Indonesia dan

keluarganya yang melakukan kegiatan
produktif

Tabel 3

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Amerika dan Pasifik
Tahun 2020 - 2024

Meningkatnya  pencegahan
dan penindakan penempatan

Indonesia
Pidana

Pekerja Migran
nonprosedural { Tindak

terampil dan profesional

Pekerja Migran Indonesia | Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil
nonprosedural dicegah

Meningkatnya penempatan | Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia | terampil dan profesional

Meningkatnya pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
dan keluarganya

Penurunan kasus Pekerja  Migran
Indonesia
Pekerja Migran Indonesia dan

keluarganya yang melakukan kegiatan
produlktif
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Tabel 4
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Eropa dan Timur Tengah
Tahun 2020 - 2024

Meningkatnya  pencegahan | Pekerja Migran Indonesia
dan penindakan penempatan | nonprosedural/Tindak Pidana
Pekerja Migran Indonesia | Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil
nonprosedural dicegah

Meningkatnya penempatan | Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia | terampil dan profesional
terampil dan profesional

Meningkatnya pelindungan | Penurunan  kasus  Pekerja  Migran
Pekerja Migran Indonesia | Indonesia

dan keluarganya Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya yang melakukan kegiatan
produktif
Tabel 5

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Sekretariat Utama Tahun 2020 - 2024

Meningkatnya kualitas Nilai Evaluasi  Penilaian  Mandiri
kelembagaan dan kapasitas | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
organisasi |(PMPRB|

Opini BPK atas laporan keuangan

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan mempakan kebutuhan pendanaan secara
keseluruhan selama tahun 2020 - 2024 untuk menunjang program
kegiatan BP2MI dan sesuai dengan target kinerja masing-masing
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk memastikan sasaran
strategis dan indikator kinerja sasaran strategis BP2MI periode tahun
2020 - 2024 dapat tercapai, diperlukan adanya dukungan alokasi
anggaran yang memadai dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM) 2020 - 2024 yang disusun berdasarkan kebutuhan untuk
program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan
program dukungan manajemen internal, diperlukan dukungan anggaran
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sebesar Rp3.789.000.000.000.000,- (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh
sembilan triliun rupiah) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun
2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, revitalisasi
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI] menjadi BP2ZMI masih terdapat masa transisi selama 1 (satu)
tahun, sehingga pada Tahun 2020 BP2ZMI masih menggunakan struktur
anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BNP2TKI, yaitu
sebesar Rp322.004.033.000,- (tiga ratus dua puluh dua miliar empat
juta tiga puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 serta Surat Menteri
Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 perihal Langkah-Langkah
Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, penghematan
anggaran BNP2ZTKI sebesar Rp61.368.682.000,- (enam puluh satu miliar
tiga ratus enam puluh delapan juta enam tarus delapan puluh dua ribu
rupiah), sehingga Pagu BNP2TKI pada Tahun Anggaran 2020 menjadi
Rp260.635.351.000,- |dua ratus enam puluh miliar enam ratus tiga
puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan struktur

anggaran sebagaimana terlampir:

Tabel 6
Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BNP2TKI Tahun 2020

06 FPROGRAM PENINGKATAN FASILITASI 260,64
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN Tenaga
Kerja Indonesia (TKI)

06 3894 | Peningkatan Fasilitasi Pelayanan 123,79
Penempatan dan Perlindungan TKI

06 3901 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 1.31

06 3902 | Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi 0,70
Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri [
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06 3903 | Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Tujuan 0,64
Penempatan

06 3904 |Peningkatan Kerja Sama dan Verifikasi 1,40
Penyiapan Dokumen

06 3905 | Peningkatan Pelayanan Penempatan 1,62
Pemerintah

06 3906 | Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan 0,99

06 3907 | Peningkatan Sosializasi dan Pembinaan 2,25
Kelembagaan

06 3908 | Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 3,25

06 3909 | Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan 0,98
TKI

06 3910 | Peningkatan Pelayanan Pengaduan 1,59

06 3911 | Peningkatan Mediasi dan Advokasi 0,96

06 5225 |Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi 0,54
Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II

06 Dukungan Sekretariat Utama 120,61

Sementara itu mulai tahun 2021 hingga 2024 pelaksanaan kegiatan di
lingkungan BP2MI menggunakan struktur anggaran sesuai struktur
organisasi BP2MI, sebagai berikut:
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BAB V
PENUTUP

Renstra BP2MI memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah
kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya, sebagai
implementasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
serta agenda pembangunan yang terkait langsung dengan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan  keluarganya, vaitu “Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

Renstra BP2ZMI akan menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola
pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk 5 (lima) tahun
ke depan, yang akan menjadi dasar dan acuan penyusunan kebijakan,
program dan kegiatan BP2MI setiap tahunnya. Lebih lanjut dokumen ini
diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi stakeholders terkait
sehingga terwujud harmonisasi perencanaan program dan kegiatan tata kelola
pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang terarah, sesuai
RPJMN 2020 — 2024.

Dengan mempertimbangkan  kemungkinan terjadinya dinamika
perubahan lingkungan strategis, dokumen ini bersifat dinamis sehingga dapat
disesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, politik, dan ekonomi pada
periode 5 (lima) tahun ke depan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
Renstra BP2MI, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian
pelaksanaannya dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi
muatan Renstra BP2ZMI termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan
gesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BP2MI sangat ditentukan oleh
kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dukungan data dan informasi,
sumber pendanaan, serta komitmen seluruh pihak di BP2ZMI. Disamping itu,
pencapaian target kinerja BP2ZMI dan keberhasilan pelaksanaan pelindungan
Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara keseluruhan juga sangat
dipengaruhi oleh berbagai stakeholders terkait. Oleh karena itu peran,
keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders juga harus
dilaksanakan demi peningkatan kinerja tata kelola pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan keluarganya.

www.peraturan.go.id



2020, No.620 6.

Renstra BP2MI periode 2020 - 2024 menjadi acuan kerja bagi unit kerja
di lingkungan BP2MI =sesuai denpgan tugas dan fungsinya masing-masing.
Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja guna “Terwujudnya
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Penempatan Pekerja Migran
Indonesia Terampil dan Profesional guna Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Aset Bangsa".

www.peraturan.go.id



2020, No.620

_47-

POEIUNNE Uep Jiafe ‘usisgs Sued sesmuedio vofEy vied uejeyiuuad vluerefiuapesiny g
uep ‘esdueq NYOCOL
jase [Edeqas eduefren(ay uep eissuopu] ueldiy elisyad ueelsjyelssay ueyeydumusw eund reuocisajord uep
pduressy esauopu] ueadiy ele¥ad uejedwauad mpe(aw essuopu] weldiy elayad uedunpupad efupnlnmas -1
INEdY eueteseld Uep BISNUEM BEAEP I3QUINS SEENY weyieydumu=mw
uep ‘ueedequiajay uedungny uep
‘ISEULIOJUl ‘wmmn [sensunupe ‘uesemeduad Fueplq p usisye uep mi¥age fued ueuedle(ad ueyereSfuapdiusw ¢
‘ersaucpu] weldiy eliayag ueBunpurad uep ueyedwauad urereddusjaiuad ST
wreep eisauopu] ynqndasy uspisald [MEM UEp uapisald epeday [SENSUUPE UEp SIUNa3) UEIUNNNP UeUIaqu=a F
‘eredau
ueyejuswad uveerefduspiuad wexeigay vepquieBuad weep eisauopu] Jqndasy uapisald e UEP UIPISald
epeday ‘psucdsar wep jemye ‘yedas Sued sisEue BULS [SENSUNLPE UEP SIU¥al UBfunynp ueyaquism (]
BuoADy DUO0JOD UBNSEpUE|lag UelpeqUdaylag
uep ‘mpuepy ‘yemepiag Fueld nlfew essucpul Funynpus wemep ‘eduslrenysy uep essucpu] ueidiy el1adag
ISIA

ueelaje(assy veyieydumaw eund ersauopu] weldy elayad uelunpursd weypninmam ymun ersauopuy qqnday
uapisal [IMem uep uapisald epedsy ueuedead weep seyudsjuprag uep ‘joesour ‘feucisajoxd ‘repue Sued [Wodg

VISHNOONI NYHOIN VIaEMHd NYDBNNANTITId NYAYd +20€ — 0T0€ NNHV.L SIDELYELS VNVONTY SHIMLVIN

www.peraturan.go.id



-48-

2020, No.620

iueredsuen uep jedas ‘yepnw Fuel
ezaucpu] weadyy elayag uedunpunad wep

uejedwauad ueuefejad sssoad seymgduns 3
reyia) efequa /uensjusmay weBuap vures
efiay mepw sejeq sejuy sod ueyenduad )

‘(INedIS) B1sauopur esfiueq
ueaBy  eleyagd uemedwsuag ueeyestuag "EIS3UOPU] 125 efeqas
uz]  jems  uengesuad wep  SursioNs ueIAN eduedrenyay
ISEpUaIONal wlIas usjeduuasd uUEyUIaquUIamW e[1aad uep B[Sauopu
eres uefuap ‘Iyed uesemeduad weyenfuad o EMSEY ueady el1axad

ISEMIBqWS UEp [SENIEqap Ip BlIa38 UBLITLITIUS] ueelajyelasay
uejedwauag Sunynpuag efequa wep JWed asEjuasiad weyleyfumam
uwefundureuad 1p furdaams wep uesemefuad p eund reuoisajord

‘rempasoaduocu eisauopu] ‘endey 1ag uep [dureray

ueaByy  eliayag 1sexpuis  uesejuelaquuad wejedepuag B[Sauopu]
eyBuel wWeEp [SEUplocy ueMjeySurusur o depeya eAuedreniay uelBy el1axag
‘reanpasoiduou E[SauopL] UEp BISIUOpL] wejedmauad

B[Saucpu] ueIdy el1ayag ISENIPUIS ueId Ty weldy eliaxyag IME[3TI
uespjueraquad sefny uenjes Wrguaqmaw ‘g empasoiduou e[1aag ueelajyefosay Blsauopu]

{Buryonffou uowmy BISaUopU] weIdpy yedn yeydury, wep ueaBy el1axag
Fuelamwam {Ynjun JSEl BIEJSs [SES[[EIS0S el1ayag ISEYIpUIS SEJANHTLPOI] weBunpurad wedunpurjad
uep epuefedord C‘iseynps ueynyesw e uesereraquad 177 asejuasiad edumeydurram eiupnfmmiay | -1

YIAHNDE MYV
IDALVALS NVIVIIGEN HVMV OV AT NVCAL ON

SIDHLYULS NYMVEYS

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-49-

uep asuocdsal ayoIpalun

epeday redures  Cluoyosjap  fippa)  mnp
1=4318p ‘laapuavasd) ueyeBaouad rep e
‘uedunpurad si@aens yeydue] ueyne=uw
‘rersos uweunure[ uesemeduad

Srexia) efequa /uenajuawsy weduap

vwes Blay mepw ne] ueyngepd uep
erepueq 1p afuno] B ysap day ueerpafuad
Suouoya

uep [elsos  ‘wnyny  Nadse ueSunpurad
feduedeniay uep essuopu] ueldiy eliayag
uefunpurjad wep ueuedejad weyrewnsHEWAW

draa)
UOSIAT JuBpodiuy
fliag  Ffiag  reBeqas
BISaucpu] ueIdty

eliayag weqipe[uaw g |

esap yeqdun eEdumny eissuopu;

weaByy  ellayag Supdurepuad  ¥}ryuagquaw
uEp ‘uanyoplaq YEPH EISIuUopu]

ueldy  eliayag  snsey  Js[EwUMILamI

IDALVILS

NVAVIIEEN HVAEY

YIraHND
HOLYAIANI

NVIYHN

SIDHLYULS NYMVEYS

NYVICL

ON

www.peraturan.go.id



-50-

2020, No.620

s jepn  dued emedau ay papys
mo] eissucpu) ueily ele¥ag uweyedwauad
IO I0TT UB[nEn weyn [efuam

‘uee1ayedeuaiay
Iy ppuam Bued  weyedwauad
uenny erefau a3y pays Mmo] EISIUOpU]
ueaBy elaad ueyedwauad weyyerefuaswm

133un oqisalaqg

pajys moj Elsauopu]

(Msds uep

MSS ‘[ZdS Mnseuua) Ulpuep] uep ‘sdyn
dMd’d ol D ‘Do D) essuopu] weldip
eflayag ueledwsuad eways ueyenfuad
uep

‘uafau reny 1p reuorsajord uep pdurera) eliay
Suenfad jseuLioful [SEUNIASIP UEpP [SES[[EISOS
‘eucisewIaju] Edequia]

uep uejedwauad uwenfny erefau  weBuap
esaucpu] ueldy  eleyag ueBunpurad
uep uejedwauad Hueplg I [EIsjEIW
uep [elajeqq ewes elsy ueMEIuruaw
fisesmuourrey uedusp pnlueprepump Sued
fjddns wep e(ay resed purwap ueelawad
‘ersauopu] weldp elayag

sejisedey [1suajaduoy RRER R sk Pl MR ET

weIsTN el1ayag
e[ ueurnumuad 1
reucisajoad
uep ndurexay
Blsauopu] ueldiy
eliayad ueyedwauad

uejeyBuruad g1

IDALVILS

NVAVIIEEN HVAEY

YIraHND

NVIYHN
HOLYAIANI

SIDHLYULS NYMVEYS

NYVICL

ON

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-51-

‘uereduwauad wenfm eredau

uefuap [eimenqg seiEofau Jeniadusw
‘eraep uep wesnd (y14)

ellay weyne rereg 1sesieENass Fuolopuaur

‘ueyedwauad ederq weseqaquad uejedwsauad
reusfuam JWzdg uernjelad uesenpreqafuad edelg ueseqaquad o1
‘paspg-pas esaucpu] ueldy elaxyag
weuefueuad  sefny  uenyes  ynjusquuama (resdm

UEp {paspg-pas BISaUopu] weldiy
efiaxag uefunpurad wep uejedwauad ejojay
e)E] snya) ueeuesyejad wewopad unsnduam

freyiay efequa /ueLajusmay
uefuap ISEUTPI00Y weyjeyduuau

ueweyuad pedey yeme
uep ueidmu  efemu
edey xeme] pasng
-pas BIsauopu] UeIdy
ellayad eopREy EwIc]

‘uadau ren| ay erssucpu] weidy eleyag
uejedwauad sesord Inpe ueyeueEylspaiuawa
uep {Mafau Jen| Ip B[SaUopU] WEISTW

el1axqad el1ay 1sipuoy uep yedn ‘yede] Sued
wnumum repuels uedejauad weymnsnduaswm
‘uadau reny 1p elayaq weymd ynyun

Hignd werepeiuad aduedwrey uexyeyBuruam
‘ueelraxefeuaiay wnyny

IDALVILS

NVAVIIEEN HVAEY

YIraHND

NVIYHN
HOLYAIANI

SIDHLYULS NYMVEYS

NYVICL

ON

www.peraturan.go.id



-52-

2020, No.620

uedunpurad uep uesyedwauad epoREy B1E]
weep yelsed yejuuswag uerad ueyenduad

{rerfaua], npediay, (eB8unyg, eyeq
wHsS-Liavans) npediay eresss esauopul
ueidiy elayag ueeiepuad waisis 1seidajur

dapjoyaynls
gy ISEU[pIooy Uep
Biawms ueyeyBuiuad g1

weldin grung efrensy sejrunmoy

werford senpadwam  wep  jenepradurawm
uep jnynpoid weyeday wep

‘ueeyEsnEMay ‘ueduensy 1seynps Me[suw
efuedrenyay uep essuopu] ueidyy elayadg
muouoya  ueedlepiaquad | uedjeyBuruam
{funuasod wep Buums ureiford

mrefam eiuedienEy uep essucpu] werdTp
el1axad [ersos ueedlepraquad uexjyeyBuruam
‘eduedren(ay uep erssuopu] werdTp

el1axjagd ISEQIqEYaT [SEj(Ise] Jernsjiadiosu

edured renay
uep ElSauop]
ueIdiy el1ayag
reisos [seifayuial uep
ppnpord  esaucpu
ueIdiy el1ayag
emnd uejeyBuruad 401

NI} SdSPIOYINDIS
uep  essuopu]  Wiyqnday — ueresdad
‘rexiay efeqma/uenusjusmway ‘ueyedwauad
emefay uefuap [Seulplooy UENjENSUIUIauI

uep ‘eisaucpu] ueldiy eliayag
fuojuey 1p uejeyassy eueles senadisw

IDALVILS

NVAVIIEEN HVAEY

YIraHND

NVIYHN
HOLYAIANI

SIDHLYULS NYMVEYS

NYVICL

ON

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-53-

ISEULIO)aT ueeuesye[ad uejeyFuuad
fiseuLIour walss weduequafuad
‘buipunaq /Buippng

abipun) uepeg BIID uejeyFunuad
feuereserd uep eueres weFuequaiuad

‘Nas

mpnnsequr  uep  seysedey ueyenfuad
f(uerediue

uep welford] ueelequaley  ueyenfuad
fersauopu] ueidy el1aad uefunpurjad

uep ueledwauad ueuedead ueyLLaqUIaW
¥ynun [Wodg uedue; uefuelueday refeqas
yelsep Ip smuyal euesye[ad jun ueyenfuad
fefrenEy wep

eEaucpu] weldny elayag ueedepiaquag
uep B[Sauopu] werdy el1ayag
wefunpureg ‘uejedwauag (Q7g)  wnoon

ISEINOII] 1SEULIo)al

euas  C‘ueefequuajay
uejenduad
“EIsauopu] weIdrp
eliayag uwefunpuypad
uep ueyedwauad
ueuele[ad

weEep  yjregq  Sued
ueyejumawad  ejojay

ueduenay
uelode] seje
Mdg mido q
Hreq Bued
IserqjoIrg ueeyuLawad
ISEULIOfaY 1 ES | BE)

PqEuTeE
uEp e
‘uarsga Fuel

isesjuedio e[o[ay
e} uejeqdurrad

uweuede] uepeg ue¥rjuaquad Fuolopuam BIE] uejeyBuruad [°F sqapu] e | edmexdurusw | edfueredfuajesiay | g
Jeyla) siapjoyaypis ueduap
eEaucpu] ueidy  eleyag  ueBunpurad
uep uejedmwauad Sueplq p  ueuedepd
Iepuels uep ueyeliqay ueysesiuouLreyduan
uep ‘eisaucpu] ueldiy eliayag

YIAHNDA
NVIVAN
IDELVALS NVIVIIGEN HVMV OV AT NVCAL ON

SIDHLYULS NYMVEYS

www.peraturan.go.id



-54-

2020, No.620

‘INZdH SEN[IqEIUNYE
ueeuiquad wep ueepusafiuad uwejeyFuiuad
uep ‘esaucpu] weidiy eliayag uelunpurad
uep uejedwauad senBar  uesereziuad
qngnd wewederad seyeny uejeyiuruad
ISEINOIIg

IDALVILS

NVAVIIEEN HYHY

YIraHND

NVIYHN
HOLYAIANI

SIDHLYULS NYMVEYS

NYVICL

ON

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-55-

dLMm dLm dLMm dLm dLm mdo uefuenay ueiode] seye yd4g udo
yreq Sued weyejunauad
cg £8 08 g/, ) Te[IN Isenjolg [SeuLojay e[y | ejopey wey eluyeySuiuap
EISILOpPLU] ekueBrenyay

00'0 o1'o 0z'o cz'o o£‘o % ueiBiy  el1ead snsEy UBUTUNUSS

o0'oc

0c'th

CL'TE

0c' I+

8L0F

%o

endey 1ad uejedepuad
depeyay E[saucpu] ueIdny
el1aqag yedn jeyfun seylapynpold

+CO0E€ - 0E0T NNHY.L IN©dH NYNNHY.L YIHHNI YNYONTA

UEp essucpu] weldiy
eliayag ueelalye(asay
uep weBunpuryad

eAuIEqIUIIa

www.peraturan.go.id



-56-

2020, No.620

mynpord
uelEEay uEN eI
Fued esdusfrenay uep
ot ot cp o cFE ag, erEaucpu] ueiSiy evlayag eAuREIETaY wEp
ElE2UOpU] WIS | Bisaucpu]  wesdy  elayag
oo‘o oo og'o CT'o 0E'D % Bliaqag sneey usuTUNUayd | ueunpurad elmeyIFuILp
BISIUOPLU] [EUoISHOL] Uep reuorsajord uep ndurera
usIBpy ndwrexa] ersauopu] usaSyy | erssuopu;  weaSiy  eloyag
cIT'1EC |oooeLil | OO0 LTI DS+ ECT CE{OC elraxag el1axag uejedwauag | uejedwauad  elmEyFumapn
reanpasoaduou
yeSaoip Iseylaq | eeaucpu]  usidy  wlhoag
Suel oddl/mernpasorducu | umedwauad veyepuruad uep
o0s'1 o0s'1 oos1 oos1 oos1 Fusig esauopu] usiSiy eloyag | weyeSaouad  eAmeENISumLpy

FCOC - 0202 NNHY.L VALY NV VISY NYSYMYH NYDNNONITHEd NYJ NYILVdWENHd DNYJIE LLOd3d

NY¥NOHV.L VaEINIE YNYONTS

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-57-

Jnynpord
uBlEIEIN UENTIHE] I
Buedi wdlusimeEnay uep
St oF SE OE =t % ElEIUOpU] RIS ElEeHad mlaeRraEn T
visaucpu] weldiy | esauopu] ueidny eliagag
oo'a at'o oT'o [t ] og'o %% elraxag snsey ueununuag | uefunpunad  edneyFunap
BISIUOPU] [BUOISJOI] Uep ruotsajord uep nduweiay
usIHH ndwera] viEauocpu] usiSiy | eisaucpu] usiSty  eliadag
++C ED 0ST 1S 000 St CLE'EY [=Tal=pey § elrayag eliayag uepedmwauayg | wejedmauad eduweySumap
reanpasoaduou
yedaorp seylaq | esauopu)  usidny  eleag
Buel oddlr/emnpascaducu | usyedwauad usyepuruad uep
oSt oSt oSt oSt oct Busig eraucpu] uesidiy ehoqag | weyeSaouad  elAmERFumap

+L0C - 0TO0T NNHVL MI4ISYd NV VIMEIWY NYSYMYM NYVDNMNONITEd NVJ NYLYdWINHd DNYAIE LLOd3ad

NYNNHY.L YAHNI YNYONTA

www.peraturan.go.id



-58-

2020, No.620

Jnynpord
% uBlEIEIN UENTIHE] I
Buedi wdlusimeEnay uep
St oF SE 0E =t ElEIUOpU] RIS ElEeHad eAusiieTay uEp
visaucpu] weldiy | esauopu] ueidny eliagag
oo'a at'o oT'o [t ] og'o %% elraxag snsey ueununuag | uefunpunad  edneyFunap
BISIUOPU] [BUOISJOI] Uep ruotsajord uep nduweiay
usIHH ndwera] viEauocpu] usiSiy | eisaucpu] usiSty  eliadag
OLEBPl  |OSE6GITl | 00FSOT CLO'TOT OBEOE elrayag eliayag uepedmwauayg | wejedmauad eduweySumap
reanpasoaduou
yedaorp seylaq | esauopu)  usidny  eleag
Buel oddlr/emnpascaducu | usyedwauad usyepuruad uep
oS0l 0sS0'1 001 oS0l oS0l Busig eraucpu] uesidiy ehoqag | weyeSaouad  elAmERFumap

FCO0E - 020 NNHY.L HYDNEL dNNLL NYJ YdOMH NYSVMYHE NYDNNONITHd N¥Vd NY.LVdWINEd DNVYJIE LLO4dEd

NYNNHV.L VMAENIE YNYONTH

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-50-

uefuenay

dLm dLM dLM dLi dLm mdo uelode] sele  ¥ydd nudo
(gudmd) senong

._”w.ﬂ.u.._.n_ﬂ.ﬁwm_” HHN.N._._.N.wua.m._”_m-_n._

c6 +6 €6 o6 I6 TeqIN UIpuep UeTe[iuad [senjead re(iy

FEOLT — 0E20€ NNHYL YIWNVLO LVIMV.ILHIHEES

NYNNHY.L YAHNI YNYONTA

seysedey

ISESIUEDID
usp

ueEfequaEy SEN[eny
eduyeqSuruapy

www.peraturan.go.id



-60-

2020, No.620

oot'6

001

0oL

0oL

008+

001

BIEILIPLI]
werFipy
Bl1aqag

ejuLauiag uweyiedmagip
Hued vieauopu] usiSy vliayag

weueiead mpuels
mnuataw JFued wveyeduwauad
Bunynpuad EFBqUI]
uep umedwauad eSequo

ool

0oL

o

0oL

001

15BqOT

(esap

femoy fuapedngey /isutaosd)
yEIIED yejuLrawad
ueliad uwsEnSuad EENREEL

[pasng wag /pasvg puog)
usfunpunag uep usjedwauag
Sueplqy vUNUY uep uemopad
‘repueEls ‘eulou ‘uesuesyead
usinyeIad BAUBIPISIa]

FCO0T — 0C0T NNHY.L

YEIULISTS g
weyedurauad
ueueieiad
BAMERFUTLI Y

ergEauopu] werdipy
eliayayg uweSunpuiad

uEp weyedurauad
ueLreieTad 1H#ayens
UEp WIEE SEENH

BAMERFUTLI Y

YHARAY NYJ VISV NVEVMYH NYDNNONITAEd NVO NVLVdWANAd ONYJIE ILOdEd NVONNDHONIT IO
I NOTESH NVNNHYL VIAEND VNVONTY

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-61-

ST

0T

51

o1

s |

EISIUOPU] UBISTN
elayag weedwauad wlay
ISELLLIOJLT UBEENIBgaiuag

Co'tl

G1FE

CIB'1IC

CO'LT

g99'1E

005 0LT

1E'81

61°0E

o000sT

GG

OL'8E

OST9+1

1508

6I°LE

CERO' IS

%

k.

BIE2UOPL]
werFipy
el1aqag

FEun oMisaraq Swel [pamys
maoj] Yyepuaa ueiyeay 1EyIun
ueSuap 101¥2E eped vBIEIUOpPU]
usiBipy ellayag usyedwauag

LTI e
eund@uad eped emEsuocpul T —_
ueIldy Eloyag uvsedwauag m._mu..___u.m_E. SN
eliaqay weyedurauad
EjuLawmag uop wexleduragp usrederad

Fued wEauopu] ueiSy vliagag eAMERFUTUI Y

gg%eﬁiﬂrﬁ_

ct

0O

c1

o1

1=EqO]

EISaUOPU] UEISTY
ellayagy weyedwauad eloay
[SELILIOJUT uEEENIBgaiuag

S0

SEO

]

g6 0

o061

o

1#3un oxisalaq Sued |[pays

moj] yepual usluesy Jexdun
ueBuap 1oypqa2e vped BEaucpu]

ueidiy eleyag uspeduauag

www.peraturan.go.id



-62-

www.peraturan.go.id

2020, No.620

[E1E08
UEp nuouoys uesediepragurad
ISEN[ISE] ueyyedepuam
Busd vAUBEIEN2Y
000 O0S'E aoo'E 00S°E L] el uEp Blsauopu] usidiy elagag
IEUBINSY / [BIE0E WIEWLLIE
ool 0oL 0oL 001 001 %o une(y uenfeluag EEIEe]
WIMHNLY WETUED ISEI[ISE]
1edepuaw Sued vrEaUCpU]
ueady vliayayg / esauocpu]
ool 0oL 0oL 001 001 %o werdny eliayag uored
YE[EEEL
idepeyfuawr Suel efusdieniay
nEE /Uep BIs2Ucpu] usiSipy I S—
oot oot oot 001 001 %o eliaxag snsey ueresajaiuag uEp snEey
wa}Els siEeqiaq edenp | uveuedueuad =elnEE]
0ol oot oot oot 001 % uep s2soudp Fued uenpeduag eAmERIFUILARY
Teanpasorduocu
BrEauopu] werdipy
viuueyedwauad | wlayag veyedwauad
UIMINHOP [SEIIEEIp ueyepuruad
Bued rernpasoaduou uep ueryEEaouad
0ot oot oot oot 001 Fuein Blsaucpu] welSy slayag BAMERFUILARY
urei{EpIaquag UEp usFunpulag 1EI01q3II] _ ¥ _



2020, No.620

-63-

vAUBEENZY
uEp EIE2UOPU] uBIHIY
ellayad CEsauopu]  UBISIY
ellaqag uoen ueedepraquiad

uep wedunpurad

=1 0T S1 o1 < I=EqO] ISELLLIOL UBEENIEqaAa]
EEIFUIT UBpR ‘IEE[IQEY2I

HIE2LIOPL] “IEEIIEE] ueyyedepuan

eIy Huel ypEsTULIDZg BIEIUOPU]

0ST'S oos'g 000°L 0006 1698 wliaag uerEy wl1axag HLLIN]

www.peraturan.go.id



-64-

2020, No.620

EISIUOPU] ueyedurauad
uBIBIH ueyieduwap ueusieiad
++C ED [0}3 ) £ 000°ct CLEEY o0C Sl el1ayag Bued sisauopu] welFiy elayad BAENFUIULALY

ueueiE[ad IepusE
mnuamwamw  Fued wueyeduwrouad

Bunynpuad EFequiag

0ot oot o0t 001 001 % uep uwejedwauad eFequis
[esap

feoyfuaredngey / rsuraosd)

YEI1IER yeyuLauad

oF CE 0t €T 0% I5EHO] uesad umenSuad ISEIEEY

EISIU0PU] UBISpy

[paspg vag /pasog punT) | ellayag ueSunpunad
uefunpurzd uep ueiedwauag | uep ueyedurauad

Bueprqg ruauy uep urwopad | ueuefepad [Baje1E
‘IEpuUElE ‘BULIOU ‘UBEUEE{E[2d | UBp WIEIE EEIIENYH
0ot oot oot oot 001 % uermeIad EAUETPIEIAL, BAUEIUILAN

+C0C — 0C0C NNHY.L
HIJISYd NVA YHIMEWNY NYSYMYH NYDONNANITId NV NVLYdIWINHd DNYAIE LLOd30 NYONOMODNIT 1T
II NOTESH NVNNHV.L VIAENIN YNYONTY

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-65-

YETesEm
depeyiusw Fued efusFreniay

neEe/usp \EaUcpu] WeISI

cI

TEEHO]

ErEaUOpU] weISipy
elayay uspedmauad  wloy
TEETLLIO)T UESETI[Ieq 23]

1E3un oyisaraq Susd __“ﬁ_h.mmu__m
moj) yepuas ueqyesy IENIUD
uefuap 101q25 eped BEaUCpU]
ueidy elaqayg uweyedurauag

az'ol

0c'6

wnyny wepeqiag
eunds3uad weped wEsuocpu]
ueidiy elayag usyedurauag

oot oot oot 001 00T & Bl1ajag sNEEY uemEsaduag
uesiepraquiad
uEp ETISEH
wIIElE EIEBqIaq uedep | ueusiueuad EvlEE]
001 oot oot oot 001 % uep sasordip Sued uenpefuag BAmEIUIAN
Teanpasosduou
vAuueyedurauad EIE2UOPLU]
uamnyop IEEIISENP | uerFiy elayag
Buel empasorducu | veueSueuad seEE)
0E 0E oE 0E 0E Busig meoucpu]  weidiy  elaxag vlmyeyIuruan

www.peraturan.go.id



-66-

2020, No.620

ct

=F A |

0c6a'l

cI

[ 10])

(1]}

Q0L E

L0D°E

1EE0]

BISIUOpPU]
ueISip
eliayag

BAUEEIENIY
uBp BISIIOPU]L uerdnpy
evllajag ‘essuopu] weISIpy
ellajayg uoEen usedepraqurad
uEp ueSunpurad
TEETLLIO)T UESET[Ieq34a]

ISEIENUIAI UBp ISEIgEyad
‘IEEISE] ueyjedepuaw
Bued yeEsEWIZE BIEIUOPLU]
ueISIN el1axad BLLIT

006

0ot

0ot

0G.L

001

001

00T

001

[BIE0E
uEp uoucd2 useieplagquiad
IEE}I[IEE] uexjedepua
Bueld eiusdEreniay
uep erEaucpu] ueidipy elaxag

IBEUBINEY [ [FIS0S UBLUIWE
wrery uenfeduag sENEEY

WNHNY UETIUED ISEH[IEE]
edepuawr Busd  wEsuocpu]
ueISEIN elrayad fersauopu]
uBIETY elaad uore:

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-67-

SE

o

001

ST

0%

15EqO]

ueueie(ad epuelE

mnuatwaw JSued usyedwauad
Bunynpuad EFequUI2|
uep umedwauad eSequo
(es2p

feoy fuapedngey f1sutaoad)

yEIIED yejuirawad
uelad uwusmEnSuad EENREEL

001

+C0T — 0C0T NNHVL

[pasog pag /pasog puwT)
usfunpunag uep usjeduwauag
Hueplg vUNUY UEp uswopad
‘repueEls ‘euuou ‘uesuesyead
uernyerad BAUBIpISIa]

EISaUOpU] UeISpy

el1aqag wueSunpunad

uEp

ueyedurauad

ueueieT2d [Bayens
UEp WSS SE}I[ENY

eAuyeySunapy

HYONEL MNANLL NYJ VdOdH NYSVMYH NYDNNONITEd NVO NYLYdINENTd DNYJIE LLOJHd NYDONIMDNIT Ia
II NOTISH NYNNHV.L YOAENIN VNYONTM

www.peraturan.go.id



-68-

2020, No.620

FHun oqisaraq Sued Tuﬂﬂ.ﬁ.

ma]] yepual uenuesy jeysun
uefuap 10yy2e vped BIEIUOpU]

az'ol FETIT CAH'EL 6GET oEFI % usiBy elayad usyedwauag

wWnHnY UepeEqIag

eun#@uad eped emEsuocpul

+6'ET LT'EE +1'1E E1'0T E0'61T B uerBy  eloyag uspedwauag
BISI LI

eIy yEjuLauag uoy] ueyieduragp

QLT B 0SE6LL 000 S0l CLE'E0OT | OBT'OE el1aqag Sued wsauopu] weaSy elasag

EISaUOPU] UEISTY
eltayag weyedwauad wlhoy

T ac i~ ot g ISEHOT ISELLIOJUT UEEENIBQIALa]

[FHun o¥isaraq Sued Hﬁ.w“__“_ﬁ_.m.

moj] yepual uslyesy JEREun

ueBuap 1o0yy2s vped BIEaUOpu]

+0'0 co'o co'o +0'0 820'0 % ueiBy elayag usyedwauag
BIESUIOPL]

werFipy yeEjuLaua ueyleduagip

00o oog oot o0E 00T Bl1ayag Hued BEaucpu] weldny elagag

UEIULIIUIA] ok

EBIEIUOPLU] ueIFpy
ellaqag usedwauad

weusdieiad
eAuyeySunapy

YEJULIDUIS]

ueyedurauad
ueusieiad

eAupEEumIay

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-69-

IEUBINSY,/ [BIE05 UEUTLE

oot oot oot 001 00T o ey uenfeduag EElIEe]
WINHNLY UETUEG ISEIIEE]
edepuaiu Fued esauopug
wueady evliayayg / eEaucpu]
oot oot oot 001 00T %o werdny el1ayag uared
YE[EEEL
rdepeyfuaw Suel efusfieniay
d”_uw Juep ersauocpuy ﬂ.wh._ﬂnw,.nE I ——
oot oot oot 001 00T %o Bla¥ad snNsey UBlEE3[2AU2g uEp snsey
wa}Ers siEeqiaq edenp | uruedBueuad sElIEE]
0ot oot o0t oot 001 % uep s2soudp Fued uenpeduag BAEIUILAN
rernpasosduou
EISaUOpU] UeISpy
viuuesyedwauad | whayag veyedwauad
UIMUNHOP [SEV[IER]IP usyEpUad
Bued reunpasoaduou uep usyeFaouad
oL 0L 0L 0L 0L Sueigy BlEauopu] ueidny Bliaofag BAmEFUIULALY
upBdEpIaqUIad UEp UERUNDPUI3] YRIOINIIT
EISaUOpU] UBIST
elayay wweyedwauad wloy
St 0T c1 o1 c IEBHOT ISELLIOLT UESENIEQIAUa]

www.peraturan.go.id



-70-

2020, No.620

=T

SLO9E

Q08T

oc

Lol

f1=)

51

o0e+

oor'S

o1

00E™9

0SL1

809

0

15EqO]
HISIUOPL]

werdpy
elraag

Hueiny

vAUBEENZY
uEp EIE2UOPU] uBIHIY
ellayad CEsauopu]  UBISIY
ellaqag uoen ueedepraquiad
uEp weBunpurad
[SELLLIOJLT uBEENIEgaiuag

EEIFUIT UBpR ‘IEE[IQEY2I

“ISEII[IEE] usyiedepuam
Buedl ypEsTULIZg BIE2UOPU]
uBISpY el1aqag BLLITL]

Tesos
UEp uoucys usediepraqurad
ISEIISE] usyiedepuam
Bued wvAusEren|ay

uep EIEaucpu] ueiFipy elagag

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-71-

BIEaUOPLU]
ueidy elaqay weyeduwrouad
£ £ T b 1 vreFan BrEEou Ip [NTJH UE[IHEMI]
uEFIeEn 5
dLA dLa dLak dLa dLM mud o uerode] sEIR MJH _Euw ]
yewrl  uEp  CNINE
(vdHI) uereESuy ureuEsyE[a | ‘usfueEnay L]
(=15 t6 £6 6 06 % vhoury ameqipu; werede) | w1e BAmERSUTEAp

[HMdWd) 1SEIHOUTEH [SEULI0fa
UEBUrEHE[24 uTpire iy
=15 t6 £6 TR 16 TN UBTE[I] ISET[RAT TETIN

ueeSequiaay
BlO[aY B1E]}
uEp EISNUEW BAEP

JLIDU | IS uawafeusw
ETE'O ELL'D ETLO EL0°0 ETO'0 Ejapu] waere  uederauad  s¥apu] BAUEHIUIUAY

cR _ bt _ BL _ =¥ TL e dINY TEN _ wwres wl1ay _
ueIeEEuy | uep ueswesuasad
=i oR 8 it o8 % el1aury uerede TE[IN | SElENy BAUIERFUIIAN

FE0C — 0T0T NNHVI VINV.LO LVIRV.LTANES NYDNIHDNIT I
I NOTESH NYNNHVL VIIENI VNVONTY

www.peraturan.go.id



-70-

2020, No.620

£t

oot

oot

6'E

oot

oot

Exapu]

k)

AUoOHH
SISEQIZH UHLE LI
waEg TEqN Eqpu]

BIE2UORL]

ueidiy Elayag uueSunpunag
uep umedarauag  IEEULIOFUT
uEp EJEp UBUBAE] WEYNUIUIS]

\Eaucpu] werFiy eliaqag
ueFunpurad uep weyeduwauad

g1 o1 +1 z1 o1 IEEHO] wedord [EEWIoUl EEUILIFEI]
LEEau renf ip

BIEILIOPLI]

weadSry elayag uweSunpurad

uep usiedwauad wewederad

[a]] =7 oL fle] 0o % e gmsed | uemLSquUISg
TELLISUT

001 oot 0ot 0ot oot % wnyny Uergueq — UsueLET

UBITEI2g

ISESIUDULIEY UEHNIHE[IP
uEp unensia) Sued usBuvpu)

-Buspuruaag WEINIEIa]

EIE2UOPU]
UBLEIY el1aqag
usFunpurag uEp

uejeduraua ISEWIOju]
uEp BB uUsUBAB[ag
wAumERFumay

EISauopu] uerdipy
elayag usBunpunad
uep ueyedurauad
ueusiEad WE[ER
1ENEEisEm ueFungny
uep wnyny ynpoad
SEI[ENY BAUIEHIUIIAN

www.peraturan.go.id



2020, No.620

_73-

G ¥ t t £ [ELE| didv sennqedey yexsury,
dids uesredsuajaiuag

c + ¥ ¥+ E [242] SEILTIEA] Jexy3ur]
nnlueyeEpunIp

Bued d1dv uesemBFuad

uEp Mdg ueesyLIawad

oot oot oot ili] oot % [I8EY  [SEPUILOYIY  OISEY
ueFuenay

dLM dLM dLM dLM dLM mdo usrode] sew  yd4g undo

YEIULISWIS YI[o
ueyedwauad wwaMs ¥mun
dd0 nnyiSuam Fues BiEaU0pL]

0ot oot oot oot oot % uBIHIN eliaxag uoe]
Eucisdun,d uep sIUyay

‘uamwzfeusp weEyYNEad UBEPR

UEHIPIPU24 Ty H-.N.....F-Hm.ﬁ.ﬂu_n_

0ot oot oot oot oot % uElEEay nnyiFuaw Fuesd WOs

IMEdd usFunydur]
1P wiaju] usiepuaduag
wneEry eAmERFumapyg

(mas) ssnuey
BAE(] Jaqung SEI[ENY
vAUmERFuUMIay

www.peraturan.go.id



~74-

2020, No.620

SRR |
i Sy [euoesagarg urp [duress) ewsauopuy
munj-edosg uep 3y B9 EEL 0o LLE'BO1L g uRIFipy wlsaag e e | 1T 1 441
-ENLIEAEy EHLIy- ruosagoad
ursumey ueunpugag uep uep  pduoes Eissuopu]  wesfiy
wmrduruay Boemyg nndag sy umedomoad edmeyEmesp 1 d8
yufiaop
mEmpag Bued Ogdr fieunpasosdooo
munj-vdoay uep A DOD'E 000 e DOD0'E 000°E Humiy b | i g wlagag | 17071 NI
: EHLIy- runpasorduou erssuop)
mmy ueiunp ueafy vlmag unedusuad umppuruad
durauayg Buemy uep weyeEasnad eimryEnea 'l 48
VISANDOMI MVHDIN YIdaNad
oF'o18 L6 60L 20'THES FLPEE 15"6L KVONNONITAD NVO NVIVAWANAD -V WA
dLM LA dlM LM LA nndg unfurnay uwesade) seye g0 o T 25Nl
R £H og B gl ey ISELINOIRE FSTIILIOREY Ty = |
wreq Bued
TRy [ rURAag weyensanrad mojay me edupeyunrap bt
EESIUCpU]
oo'g o1'g oT'g ' ogg i oeufiy wlayag snsey ueuTLnNUESg o = |
ey 1ad vmyedepuad
dupeysay EIsop] uesHrpy
Do'os SLTE 0E 1+ 2.L0%F . vhaEg gedn juydun sepRagymposg L'l 25H1
snunj-vdoay ump X
-TNLIAIy LIy - wimErrnEy uep
sy uefunpugag wep ersauopu] undy vieyay uverisgyelasay
durauay Buemy gndagy uEp wnFunpurEd whmryFna py 185
VISANDONI
ELGIIT I9ELE 118 F1'#Z0 #2'00C KHDIN YraaNad NVDNNONITE NYOVH
o +Z0T EDOE frdira [F2i14 LT +Z0T EDOE frdira [Z0T LT aoyeppuy JSndmgy weeEay unyeEay
R {reppy o) msEyopy Jalmp = wereses [ fawoony] werSarg unwseg furesfong

VISHNOONI NYHOIN VIdEMHd NYDNAONITAd NVOYH NYYNYONHd NYO YOUENI SHTLVIN

www.peraturan.go.id



2020, No.620

[y wep msy uesEay)

YEjuLIsag
wmedmanzd wereirgad  edneyiura

-75-

LI
rdumranag AL L #g5'g 1I'c
D01 001 0ol o1 0ol
oF ot 0g 1 0T PR
001 001 0ol Dol 0ol
msauwopu] weidny vayag oefunpogad
uwep umedneuad uveuedmad  (Bayens
ey uEp uwAslE  smpeny  edneyiumsap 148
LIy
TO'E1 il 0E"T k|
dLW dLA dls dL¥ dlm nndg ¥ YA mdin [T dNI
IHEHdMd)
A
=] i) £ Th 16 [T dNI
srsumEnn sepsedey wop
X uwenBrgqueaay  smeny  edueyurap I'E d8
C O SE OE ST TE'1dMl
oo'g 019 09 0E™ 1°E"1 dNI
L mey uefunpunag uiuriienjay uep msavopu] wesipy
wmrduuay Boemy nndag iz weiunpupd edneyEmesg 1 d8
EDDE DE0T +E0T EDDE LI0T 10T DE0T Joymppu) Jandmpgy) uepeEay wyeriay
= o ! ; 1
#d 0 {reppy ) esEopy jafmy o8 wereses | fawooynpy) werSarg uneseg Jurerfng

www.peraturan.go.id




-76-

2020, No.620

resnpasouduou wssopar
weafpy vlhzag uryedoauasd wmymporuad
uerp weyeEasoad wimryEma

(981 G191 G El #E'DI LE"1
CE 51 o1 g ]
S0°L 15°0C
9 IE 61 0E
D05 ooooE] OEC o+l 589 1S
FHETEELEN |
oy TsIwapU] sy elzaxgag
umrdmwanad urueirgad  edneyEumapy CHS
[y v 5y uusTMEy|
EjuLzIag ENLYY UTP UISY URSEATY 1
| 0 YRR | EL'G (4] or'd 05°1 ooy s Sie A Ut = CE
&C 0T 51 01 g bkl E'T Al
E9'0 580 1 B&'D [ T'T Al
00a°L DOE" L 008 % Huek elragag 1
+I0T ECOL frdia 1E0T OE0E frdia 1Z0E OE0E y
e : s .EJ_.GH Jondmg) wemday ; oy
ey ) oy jadmp o e e

.go.i

www.peraturan



2020, No.620

-77-

msauwopu] weidny vayag oefunpogad
uwep umedneuad uveuedmad  (Bayens
uEp usass  smypeny  edueyiumsap

SHS

unp 906
S5 51 Ol F]
pedepuam Bued
DEE'S 000 L DD0'G 169°B mEIUOpO) e & M1
DOO'+ oE 000 e DOoE'Z 0
Dol 001 0ot ] 0ol
Dol 001 ool 001 ool ORIy i & M1
E[esEm |
wioefmngay ne
Dol 001 oot 001 ool W elamag sosey Faiuag ET¢ MMl
0ol 01 0ol ) 00l [T+ N1
meedrpragqurad wep snswy
weuelueuad  weppsey edgeyFumcap bl B |
Dol 001 oot D01 0ol i o | "1 MM
EDDE LI0T 20T +E0T EDDE LI0T 10T DE0T Joymppu) Jandmpgy) uepeEay wyeriay
_ ueng | : ;
#d 30 {reppy ) esEopy jafmy =8 urreses [ woong) weaSar] umwseg Jfaredfngg

.go.i

www.peraturan



-78-

2020, No.620

iedwauad usmnoop
P Humd rnpasceduon
DE OF 0g oE 0g i o | ['1°L ¥MI
rernpasouduou wssuop)
iy vlmyay uvryedosuad vepeponad
uEp weyedasuad wiry e py 'L NS
urp ued BE'S 5k 19°E &Il
S5 51 Ol F] gl
0F'+ Z1'S 0o'e
9E'0l { 90’6 £9'g B £'9 MMl
apu]
By uwmygedinapp
000'sE CLEEY 9051 liagag uopu]  ueifiy  ehaxag 19 ¥Hl
umedusuad wmmdrged elueyFuma gy o NS
unp ) ARIST] UEpP ENUR L
o'k ¥S'E g IT'E 060 mepeduranay iy W
0ol 01 0ol ) 00l E'S HHl
0F 0g cE 0z o] 'S XMl
Dol 01 0ol L] 00l A1
- EDDE 0T [{21]4 DEDE +ZOT EDDE 0T IE0T DEDE umyeEay
- ey el ey ey - s

.go.i

www.peraturan



2020, No.620

-79-

msauapu] weidnE vheyeg oeiunpogad
uwep umedneuad uveuedmad  (Fayens
R uEp uwAslE  smpeny  edneyiumsap B
il
Durfag yelua) mu uep vdouy ursTaTy
d opag
S0 8 8L GE'D E'l (]
14 S1 o1 £ ik bl LTL A
AIapu]
unaEry
1 1 oo DoLT L09T vhiasEg LNAl
DoE' 1 1 006 ( 0 CT L WML
oot 01 0ol ] ool "L WAl
ool 01 001 DO ool BT L NN
D01 01 0ol DOl 001 CTLNAl
001 01 0ol D01 0ol [T LAl
ueeirpraquiad urp snswy
werefuenad weppsm edneyiurap LN
i 0T ETOT TT0T 1Z0T 0o0T L ETOT TT0T 1Z0T 0o0T Joyeyipu] fandmpy wmmEay unyeiay

www.peraturan.go.id



-80-

2020, No.620

EERLL 1 | SLEE01 | O91°9E vliaogg | Bued ehagag 101 Ml
LR RN
o TIsIUapL] By elragay
umrdmausd wruedrjad edgeyEumcap o1 NS
L amanr ] wep edosg 1 @] Uoy
uanag eamyang | 1o cH'S 0’y T . ] 1 i
EC oo S1 o1 5 O]
#0'0 SO0 S0 ‘0 g0°0 £'6 M4l
oo L 0ot DOE 00T Buek "6 MMl
FHETEELEN |
urprdmausd wruedrgad  edngeyFumapy .
vdoug «
YEyuLI o] wdoag
wmjednaag rmyang | #8'g bE'G CE'b 18'C 1 e day
DOl 01 0ol OO 0ol E'8 HAl
CE 0E 1 0z ] Rk
Dol 01 0ol L] 00l 1'% 3Hl
e 0T ETOT TT0T 1Z0T 0o0T L ETOT TT0T 1Z0T 0o0T e unyeiay
. L ) sy 1ailmy b

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-81-

DOE'T 05E T 0oLc DEL'T 0
Dol D01 0ol o0 1 ool
ETII
0ol 001 ool 001 ool MMl
ol
Dol 001 ool L] 0ol NI
[Tl
Dol 001 ool L] 0ol NI
ueeirpraquiad urp snswy
wereluenad weppse; edmeyiumag | 5o as
Ll Ll (S A
0L 0L oL 0L oL b e | Ml
rempasoudion wsaaopr
weafpy vlhsag uredusuad wmmporuad
uerp weyeEasoad wimryEma 'l NS
SES1 9L El S0°11 058 1°E
14 O g1 01 g o] 01 NI
9501 Fo LI S6TI GEEL 9EF1 £'00 HHI
FEET L1'ZE FITE EL'DE E0ET 00 Ml
e +TOT EDDE 0T [{21]4 DEDE +ZOT EDDE 0T IE0T DEDE . umyeEay
. ey el ey ey s

www.peraturan.go.id



-82-

2020, No.620

LM oL dls LW oL ) Tl MMl
vl
Eh i) £6 Ch 06 vliauny Ul XMl
i geom uep ‘g
‘mfmay ooay T edneyimuap Bl NS
My Oy | GELE 69 6F SS'1F b6 GE SEEL o M
angay
Eh i) £6 ] 16 - TELNMI
ECE'D ELr'n eTL'0 EiG'n £79'0 s¥ap jusan wayses wederauad sxapuy BT ¥l
uerfuguaEy TiofEy TR WEp TISnUED
wiep Jaqums uausEiurn edngeyFmre £1 NS
CEDI T ¥l ECR 16 1
DE LT SE EE 0f aunyog
CE 4 B GL [4]
ER 95 +g ] og
s vy wop
wemmmronarsd  sepeny  edueyumap Tl NS
ELLI £0'01 L1'8 o'l
.
14 T g1 01 g O] f
T
iy
ELO'E | 006"+ DDE™D FEOD |
e +TOT EDDE 0T [{21]4 DEDE +ZOT 0T IE0T DEDE .
: frep ) ey el

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-83-

AIUDIIH3
E'F '+ 6E L'E 5E SHap] . it} 00 HMI
el
oot 001 oot D01 ool
wrsanopu) unidy elagag
weBunpurag uep ueysdimauay senoogg
uwep meg 2 unoeioEmy  edgeyiumap 91 NS
rl1aafag
rsTuLIops] wep we wsng | g1 o ] GI'F1 gE'TI I+% uEp T
Bl 91 | El 01 PR Gl |
oE oL oL o g
Dol 001 oot ] ool
] & 6 ] G s3g | ueSuwpun-Suwporsag I'ST XMl
msawopu] wesfry vhayag uefunpugad
uerp wmedorauad urueiryad
meEep  jeyoredsen oefungny unp
wnyny ynposd sepEny edngeyFme S NS
DE'+T S9'IE FO'E] FEEL 0EC
E £ 4 £ I
e +TOT EDDE 0T [{21]4 DEDE +ZOT EDDE 0T IE0T DEDE
: e i) ey pilmy

www.peraturan.go.id



-84-

2020, No.620

oLy
TR Ty jadmney daouad ymun groz w1 NE4AY saknmd © yefmBuzun vleurny a8 aditzad
o
OC'E0E OL'E9E 0g L 1 EI"CEL TYRHALNI ] DN -8 WVEDOMND
BO'OCC i 6'SOT FEET
g k b ¥ £ [T
5 k b ¥ £ [T
Dol D01 0ol | ool
LM oL dls LM, oL )
IMEdE uefunyFeg mp usagg
ummepusduay wamyg  elgeyiumap g1 NS
F 1P Wi
IOy I D1 gC' o' SO pusiuay oEgsmg
q 3 yajo
EL | dd0 Uz
Dol 001 oot 001 ool b e | LT HMI
Dol 001 0ot ] 0ol I'L1T NI
L1 HE
LG8 0a°L 059 'S [ B unsag
+TOT EDDE 0T [{21]4 DEDE +ZOT EDDE 0T IE0T DEDE . Joyeppuy JSbndmgy) wmmEay

.go.i

www.peraturan



2020, No.620

-85-

0'c9E HYTWOr
— esauopu] | mssucpu] | emasucpu) | essuopu) | missuopug
....”._Lﬂ._._......m.u.._. .u:_._._".—n_ uerEpy unsHrpyg ueadpg uerEny weadpy
Bunlue) “‘edeqeing Cran: oL I Lra: I & Burmi - . -
. e elrasag eliayay wlizyayg elayag elayag Bunpugea] Bund Hunpurpia), Fued
Lo O iiienigo Nepiiomininin O'ELl oos o1 D00°ET Do0'El 000L1 oposr | ueafuy el1axag sy wlsaoag
‘myug
‘Burquoagey ‘Suwpug msanopu] | mssucpu] | emauopu) | esscopu) | essuaopug
‘LIS TVITLR] “uTrpEpy uerEy unrHrpy wreafrpyg wrerEngy e Fpy
“IEITTpy opTuEpy vlayag | wliayayg f wlravag [/ elrayag | vhayayg f
‘resseepy “Sundwe Esauopu] | mssucpu] | wsauopu) | esscopu) | missuopug VESSUDRPL]
‘Hoedny uerEny unrHrpy wreafrpyg wrerEny e Fpy e Fp elrayag
‘uTpusy “ErEEe elrangag vlayag wliaayg elravag elrayag mmedmwauay (G408 wreyywdrragn
‘mesedua] ‘nurgaeleg uopeETy wopeED) Lo LIoqE Ty uopeTy Loy B W Bued msauopu)
L0 ‘Bunpueg yEay JesTg 006l 000" D0E D00 0T 000 0ET 000 00E 099 6Ll b | ISELALEY unadnpy wlaogag
DS IO
weaHrpy wlamag
unBunpurngag
uep uryrdmauag
weurdTEg
IsEIIsEg
0'cog ey
TISILpU]
uerBrpy ulasag
unBunpunfag
e mryeduauag
0'c9E +TOE ETDT TLOT 1TOE 0TOT ey
Lodrod [y -dy)
vE Horvwl +E0OZ-0Z0T NNHYL HAAOHL
Eﬁﬂﬁﬂrﬂ.mﬁ SIDALVHLES ISVHOT TVHOISYHELO LADHYL ISVAIONIT HOLVHIONT BV RS T b
SVLIEORD -“NON TNYHDOMd
HALOHUL YINVTAH ISVHEIONT

(ozog weredBuy unyel, Ngdv efrejsg uerensaiuad wnagas)
IWEdH SEILI0L{ UEEUEpUSd UEp }a8Ie], ISexIpu]
yeduauap] exdiuer uveunBuequad SYLIEN

www.peraturan.go.id



-86-

2020, No.620

s AUOpU] TrEILop] L= | EEI0p] TIEIUOpLU]
By werBiy wesBrpy sy xSy (Bunpurra |
nl1anay elianag vilrasa,g wianEg elanag Bued ETsauUOpU] Hunpanpiag
L0 0'sLl 00501 D0D0'ET 000+l 00°EL THE L] unsbgg vlhayag | Bued uedny elayayg
EULIIa]
o] ETsaUOpU]
) i s AUOpU] TrEILop] L= | EEI0p] msauopu] | wesEry rlramag
n”.L.._.H.”m..unn.F "B By werBiy wesBrpy sy xSy wrpednauag s
.u.H._nn_._.-nnm._.uﬂ...:.pn..nLnn.n_.“ﬂM nl1anay elianag vilrasa,g wianEg elanag urpryEUrIaguag
prEnEag CnaegUEEag BC9ETH O T#E 000" DOE OOS TAT ILEEOL | L e ]
‘meg ‘Buequeapey “Buepeg
‘wynuny ‘UEps 0o
‘mTRl opTuEpy 0 MUuaNg| YeyuLanEg
‘messeey “HBumdomry yajo ETsaUOpU]
‘Buedmy TIEaUnpU] TrEILomIf ISR EEII0p] msauopu) | wesry wlrasa
“LepuEy ‘TrEyTe By werBiy wesBrpy sy xSy wrpeduauag e wmypyedhoaag
‘resedusy] ‘nuegeleg ulianag elianag vilragag wilianEg wlayag urpryFurIagquIag Humnd misauopu)
L0 ‘Bunpurg yEay JesTyg (1] Sitd 00o'ot 6 00a's Dos'L [L1 IR e | IsmuELn) uesBny vlasag
msaopu] weifipy
nhanEg wefunparag
uep wreduanag
e Eg
0'9ES mEsT g ueeiay
EIsop]
sy vlasag
ueBunpag unp
0'9ES ¥oOT ETOE LZiT 1Z0E 0E0E umedinzuay uresfalg
Lodrod ey )
HOrYW) +EQE-0C0T NNHYL HAAOHL
N¥NODNYEWAd
VOINITY BIDALVHLS ISYHOT TWHOISYHAdO LADHYL IEVAIONI HOLYAINT THNVLYIOEN
SYLMOIEAd -NON TAYHDOHd
HALOHA YNV TIE IEVAIONT

lopog werediuy unue], NadV eluejag uerensaiuag yeplas)
INTdH SEILOL] UEEUEpUsd Uep jadre], [SexIpu]

www.peraturan.go.id



2020, No.620

-87-

INVOWNYHY ANNHH

28!

VISENOONI MITENd Ty
VISHNOONI NVIDIN VIdHENHd
NYONNANITEd NYAOYH YVIVddEX

JENEIEAS T URp “TYEsn urpeg ‘yravp ynuuswed uesed ueprgraagay =
uep urroepuasd Egquns uep urerpessaay ia
‘weruesyead swsedey uep urdorsay e

ey Euequmpadunw urBuap yoyuusmag wiiay rurouasy mpepEw veympyEmnun jedep urruepua] uep jadoe] meprpu)

e Bunayay

0'0EsS

L0

ILET

www.peraturan.go.id





